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ABSTRAK 

Kebutuhan manusia akan transportasi untuk mempermudah aktivitasnya 

semakin meningkat. Mobil menjadi kebutuhan manusia sebagai sarana 

transportasi yang murah dan praktis, oleh karena itu penjualan mobil baru dan 

bekas senantiasa mengalami peningkatan yang signifikan setiap tahunnya. 

Akan tetapi, karena keadaan ekonomi yang tidak menentu tidak sedikit 

masyarakat yang tidak mampu untuk membeli mobil baru untuk kebutuhan 

keluarga. Meskipun dalam pembelian mobil baru banyak tawaran yang 

diberikan seperti angsuran/kredit lewat leasing. Namun hal tersebut terdapat 

berbagai resiko yang dapat terjadi, seperti suku bunga pinjaman yang tinggi, 

sehingga membeli mobil bekas menjadi pilihan alternatif yang dipilih 

masyarakat. Kondisi ini menyebabkan pasaran Showroom mobil bekas kian 

naik yang menawarkan mobil bekas dengan harga dan variasi yang berbeda. 

Pada umumnya banyak yang mengabaikan dan melalaikan aspek jual beli 

menurut Islam, sehingga  tidak memperdulikan sesuatu yang diperbolehkan 

dan tidak  diperbolehkan, sekalipun semakin  hari usahanya semakin 

meningkat dan keuntungan yang didapat semakin banyak. Sebagaimana 

diketahui jual beli berlangsung dengan adanya ijab dan qabul, rukun jual beli 

dan syarat sah lainnya. Islam memperbolehkan jual beli dengan wakil karena 

manusia membutuhkannya. sehingga tidak peduli mereka memakan barang 

haram, sekalipun semakin hari usahanya semakin meningkat dan keuntungan 

semakin banyak. Adapun permasalahan dalam penelitian ini adalah 

Bagaimana praktik makelar showroom mobil Bapak H. Abdul kadir di Bukit 

Kemuning Lampung Utara? Bagaimana tinjauan hukum Islam terhadap 

praktik makelar showroom mobil Bapak H. Abdulkadir di Bukit Kemuning 

Lampung Utara? Adapun tujuan penelitian ini adalah  Untuk mengetahui 

bagaimana praktik kewenangan makelar showroom mobil Bapak H. 

Abdulkadir di Bukit Kemuning Lampung Utara. Untuk mengetahui tinjauan 

hukum Islam terhadap praktik makelar showroom mobil Bapak H. 

Abdulkadir di Bukit Kemuning Lampung Utara. Metode analisis data yang 

digunakan dalam penelitian ini yaitu menggunakan metode bersifat deskriptif 

adalah penelitian yang bertujuan untuk mendiskriptifkan dan menganalisa  

mengenai  subjek  yang   diteliti  sedangkan  sifat  dalam penelitian ini 

digunakan metode  penelitian dengan pendekatan kualitatif yang memiliki 

karakteriktik dalam sebagai sumber  data langsung. Hasil dari penelitian ini 

adalah setelah kesepakatan awal antara makelar dan konsumen sudah 

melakukan akad di awal atau di sebut sah antara keduanya maka terjadilah 

transaksi jual beli antara konsumen dan makelar, oleh karna itu maka makelar 

mendapatkan uang bonus atau tips dari pihak pertama atau pemilik shoowrom 

mobil dengan nominal yang cukup tinggi. Sedangkan Tinjuan Hukum Islam 

adanya ijab dan qabul dan rukun jual beli.yaitu apabila konsumen dan 

makelar atau keduanya merasa tidak keberatan dengan kesepakatan di awal 

maka dalam hukum islam boleh saja dengan syarat ketentuan harus saling 

sama-sama ridho dan tidak saling memberatkan atau merendahkan antara 

konsumen dan makelar 

       Kata kunci : Analisis Hukum Islam, Makelar, Jual Beli, Upah 
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MOTTO 

ا امَْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ  هَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا لََ تَأكُْلوُْْٓ يْٰٓ ايَُّ

نْكُمْ ۗ وَلََ  ْٓ انَْ تَكُوْنَ تجَِارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِّ اِلََّ

ا   تَقْتُلوُْْٓ

َ كَانَ بِكُمْ رَحِيْمًا
ٰ

 انَْفسَُكُمْ ۗ اِنَّ اّللّ

 

Wahai orang-orang yang beriman, nlah kamu saling memakan harta 

sesamamu dengan jalan yang batil (tidak benar), kecuali dengan jalan 

perdagangan yang berlaku atas dasar suka sama-suka di antara kamu. 

Dan janganlah kamu membunuh dirimu; sesungguhnya Allah adalah 

Maha Penyayang kepadamu. (Q.S An-Nisa Ayat 29 ) 
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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Penegasan Judul 

Sebagai kerangka awal guna mendapatkan gambaran yang jelas dan 

memudahkan dalam memahami proposal ini, maka perlu adanya uraian 

terhadap penegasan arti dan makna dari beberapa istilah yang terkait dengan 

proposal ini. Dengan penegasan tersebut menghindari kesalahpahaman dalam 

memahami makna yang terkandung dalam proposal ini, disamping itu 

langkah ini merupakan proses penekanan terhadap pokok permasalahan yang 

akan dibahas. Adapun judul proposal ini berjudul “Analisis Hukum Islam 

Terhadapjual Beli Via Makelar Dalam Menjual Mobil (Studi Kasus di 

Showroom Mobil Desa Bukit Kemuning Kecamatan Bukit Kemuning Kab. 

Lampung Utara)” Selanjutnya penulis tegaskan beberapa Istilah penting yang 

terdapat pada judul tersebut. 

Analisis adalah penyelidikan terhadap
1
 hak atau kekuasaan.

2
Pedagang 

perantara  yang berfungsi menjual barang orang lain dengan mengambil  atau 

mencari keutungan. 

Menjual adalah memberikan sesuatu kepada orang lain untuk 

memperoleh uang pembayaran atau menerima uang
3
 

Jual beli mobil adalah suatu perjanjian tukar menukar benda atau barang 

yang  mempunyai  nilai secara sukarela diantara kedua belah pihak, yang  

 

                                                           
1
https://.web.id/ analisis/  diakses pada tanggal 15 september 2020, pukul. 13:00. 

2
https://kbbi.web.id/kewenangan , diakses pada tanggal 15 september 2020, pukul. 13:05 

3
Ibid. 

1 

https://.web.id/
https://kbbi/


2 

 

menerima benda-benda dan pihak lain menerimanya sesuai dengan 

perjanjian atau ketentuan yang telah dibenarkan syara‟ dan disepakati
4
 

Makelar adalah seseorang atau pihak yang menjadi perantara untuk 

melakukan penjualan barang atas nama orang lain yang memberikan
5
  

Perspektif Hukum Islam adalah hasil meninjau
6
 berdasarkan sautau 

aturan Allah SWT dari hukum-hukum yang ditetapkan dengan argumentasi 

yang bersumberkan dari Al-Qur‟an dan Sunnah serta cabang sumber hukum 

Islam lainnya, seperti: ijma‟, qiyas, dan dalil-dalil yang lain.
7
 

Berdasarkan uraian di atas, dapat disimpulkan bahwa maksud judul 

skripsi ini adalah sebuah kajian yang berfokus pada transaksi jual beli mobil  

melalui makelar pada Showroom mobil Bapak H. Abdulkadir di Bukit 

Kemuning Lampung Utara dan praktik makelar mobil yang ada di Showroom 

Bukit Kemuning Mobil menurut hukum Islam (ketetapan Allah SWT). 

B. Latar Belakang Masalah 

Kebutuhan manusia akan transportasi untuk mempermudah aktivitasnya 

semakin meningkat. Mobil merupakan salah satu sarana transportasi yang 

paling banyak digunakan orang. Mobil menjadi kebutuhan manusia sebagai 

sarana transportasi yang murah dan praktis untuk di gunakan oleh orang yang 

sudah berkelauarga, oleh karena itu penjualan mobil baru dan bekas 

senantiasa mengalami peningkatan yang signifikan setiap tahunnya. Akan 

                                                           
4
Wawancara langsung dengan penjual, Bapak H. Abdulkadir Bukit Kemuning 

5.https://www.google.com/search?q=makelar+adalah&oq=&aqs=chrome.0.35i39i362l8...

8.991499j0j15&sourceid=chrome&ie=UTF-8 
6
https://kbbi.web.id 

7
Izomidin, Pemikiran dan Filsafat Hukum Islam (Jakarta: Prenadamedia Group, 2018), 5 

https://kbbi/
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tetapi, karena keadaan ekonomi yang tidak menentu tidak sedikit masyarakat 

yang tidak mampu untuk membeli mobil baru untuk kebutuhan keluarga. 

Meskipun dalam pembelian mobil baru banyak tawaran yang diberikan 

seperti angsuran/kredit lewat leasing. Namun hal tersebut terdapat berbagai 

resiko yang dapat terjadi, seperti suku bunga pinjaman yang tinggi, sehingga 

membeli motor bekas menjadi pilihan alternatif yang dipilih masyarakat. 

Kondisi ini menyebabkan pasaran Showroom mobil bekas kian naik yang 

menawarkan mobil bekas dengan harga dan variasi yang berbeda.Akan tetapi 

dari kondisi mobil bekas tersebut memiliki kekurangan yaitu mulai dari 

kondisi body mobil dan mesin yang mungkin sudah mengalami kerusakan. Di 

sisi lain mobil bekas juga mempunyai kelebihan yaitu selain harganya lebih 

murah untuk membantu memenuhi kebutuhan keluarga, surat-surat 

kelengkapannya pun sudah tersedia. Tidak seperti  mobil baru yang harus 

menunggu beberapa minggu hingga surat-surat kelengkapan benar-benar 

lengkap dan diterbitkan. 

Pertumbuhan tersebut tentunya harus dibarengi dengan perangkat 

perjanjian yang baik.Mulai dari garansi mobil dalam pembelian dan tidak 

adanya kecurangan dalam jual beli.Karena suatu perjanjian dibuat sebagai 

aturan yang mengikat agar dalam melaksanakan persetujuan sama-sama 

mendapat keadilan.
8
 

                                                           
8
Wawan Muhwan Hariri, Hukum Perikatan, (Bandung: CV Pustaka Setia, 2011), 136 



4 

 

Islam adalah suatu ajaran dan jalan hidup yang utuh dan terpadu yang 

memberikan panduan yang dinamis dan lugas terhadap semua aspek 

kehidupan termasuk sektor bisnis dan transaksi. 

Pada umumnya banyak yang mengabaikan dan melalaikan aspek jual beli 

menurut Islam, sehingga  tidak memperdulikan sesuatu yang diperbolehkan 

dan tidak  diperbolehkan, sekalipun semakin  hari usahanya semakin 

meningkat dan keuntungan yang didapat semakin banyak. Sebagaimana 

diketahui jual beli berlangsung dengan adanya ijab dan qabul, rukun jual beli 

dan syarat sah lainnya. Islam memperbolehkan jual beli dengan wakil karena 

manusia membutuhkannya. Tidak semua manusia memiliki keahlian di 

bidang bisnis atau pemasaran selain itu tidak sedikit seseorang yang sibuk 

dengan pekerjaanya dan segala urusannya secara pribadi.
9
 

Hubungan antara individu dengan lainnya seperti pembahasan masalah 

hak dan kewajiban, harta, jual beli, kerjasama dalam berbagai  bidang,   

pinjam meminjam,  sewa menyewa,  penggunaan  jasa dan kegiatan-kegiatan   

lainnya yang sangat diperlukan manusia dalam kehidupan sehari-hari, diatur 

dalam fiqhmuamalah.
10

 

Dalam hal ini ayat yang menerangkan jual beli terdapat dalil Al-Quran 

dalam surat An-Nisa Ayat 29: 

                                                           
9
. Abdullah Bin Muhammad Ath-Thayyar, etal. Ensiklopedia Fiqih Muamalah dalam 

Pandangan 4 Mazhab, (Yogyakarta: Maktabah Al Hanifah, 2009), 83. 
10

M. Ali Hasan,  Berbagai MacamTransaksi dalam Islam Fiqh Muamalah,  (Jakarta: 

PT.Grafindo Persada, 2003), 15. 



5 

 

                         

                          

 
Artinya: “Hai orang-orang yang beriman ,janganlah kamu saling memakan 

harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dalam jalan perdagangan 

yang berlaku atas dasar suka sama suka di antara kamu”. (Q.S An-Nisa 

Ayat 29) 

 

Berdasarkan ayat di atas, kaum muslimin yang saling memakan harta 

sesamamu, banyak kaum muslimin  yang mengabaikan mempelajari 

muamalah, mereka melalaikan aspek ini,  sehingga tidak peduli mereka memakan 

barang haram, sekalipun semakin hari usahanya semakin meningkat dan 

keuntungan semakin banyak.
11

 Sebagaimana diketahui jual-beli berlangsung 

dengan ijab dan qabul adanya rukun jual-beli, dan syarat yang lainnya. Islam 

mensyari‟atkan  jual-beli dengan wakil karena manusia membutuhkannya. 

Tidak semua manusia berkemampuan untuk  menekuni segala urusannya 

secara pribadi. ia membutuhkan kepada pendelegasian mandat orang  lain 

untuk melakukannya sebagai wakil darinya. Dalam menjalankan  usaha atau 

bisnis sebagai perantara, yakni perantara  antara penjual dan pembeli untuk 

melaksanakan transaksi jual-beli. Praktik kerja dari seseorang makelar di 

lapangan banyak berbagai bentuk cara, seperti penambahan harga tanpa 

sepengetahuan kedua belah pihak, menutupi cacat dan  mencari keuntungan 

berlebihan sehingga makelar menekan pihak penjual maupun pembeli untuk 

mendapatkan keuntungan selain mendapatkan keutungan dari penambahan 

harga, makelar juga memperoleh Kewenangan dari pihak showroom  dan  

                                                           
11

. Sayyid  Sabiq, fiqh sunnah 12. (Bandung:PT  Al  Ma‟rif, 1987). 43 
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mengorbankan  kepentingan  salah  satu   pihak  yang  tidak bertanggung 

jawab atas resiko yang mungkin terjadi. 

Uraian latar belakang di atas peneliti bermaksud membahas lebih jauh 

lagi untuk melakukan penelitian demi  mengetahui pandangan   hukum Islam 

dan praktek makelar yang ada di Showroom Bukit kemuning Mobil Bukit 

kemuning Lampung Utara
12

 

C. Fokus Penelitian dan Sub-Sub Penelitian 

Fokus penelitian ini adalah praktek makelar dalam menjual produk 

(mobil) yang terjadi di showroom mobil desa Bukit Kemuning. Kec Bukit 

kemuning Kab Lampung Utara dan tinjauan hukum Islam terhadap praktek 

makelar dalam menjual produk (mobil) yang terjadi di showroom mobil desa 

Bukit Kemuning. Kec Bukit kemuning Kab Lampung Utara. 

D. Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang di  atas, maka masalah pokok yang akan 

peneliti kajian dalam proposal ini, dapat dikemukakan permasalahannya 

sebagai berikut: 

1. Bagaimana praktik jual beli mobil via makelar padashowroom mobil 

Bapak H. Abdulkadir di Bukit Kemuning Lampung Utara? 

2. Bagaimana tinjauan hukum Islam terhadap praktik jual beli mobil via 

makelar padashowroom mobil Bapak H. Abdulkadir di Bukit Kemuning 

Lampung Utara? 

 

                                                           
12

Kansil C.S.T. pvh kok-pokok pengetahuan hukum    dagang   indonesia(jakarta:   sinar   

grafika,2013). 43-44 
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E. Tujuan Penelitian 

Adapun tujuan yang ingin di capai dalam penelitian ini adalah: 

1. Untuk mengetahui praktik jual beli mobil via makelar padashowroom 

mobil Bapak H. Abdulkadir di Bukit Kemuning Lampung Utara. 

2. Untuk mengetahui tinjauan hukum Islam terhadap praktik jual beli mobil 

via makelar padashowroom mobil Bapak H. Abdulkadir di Bukit 

Kemuning Lampung Utara. 

F. Manfaat Penelitian 

Berdasarkan pada latar belakang, rumusan masalah, dan tujuan penelitian 

di atas, maka penelitian tentang analisis kebolehan makelar menjual produk 

perspektif hukum islam di showroom di desa Bukit Kemuning Kec Bukit 

Kemuning Kab Lampung Utara dapat bermanfaat dan berguna baik secara 

teoritis maupun secara praktis, adapun signifikansi penelitian adalah sebagai 

berikut : 

1. Secara teoritis 

Penelitian ini dimaksudkan sebagai suatu syarat memenuhi tugas 

akhir guna memperoleh gelar S.H (Sarjana Hukum) pada Fakultas 

Syari‟ah UIN Raden Intan Lampung. 

2. Secara Praktis 

Kegunaan penelitian ini kegunaan penelitian ini adalah menambah 

wawasan dan mampu memberikan pemahaman mengenai konsep jual 

beli yang sesuai dengan Hukum Ekonomi Syariah (Hukum islam) yang 

berdasarkan Al-Qur‟an dan Hadist dalam pengupahan buruh petik sawit 
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dalam pandangan dan penilaian Hukum Islam dan diharapkan dapat 

memperkaya khazanah pemikiran keIslaman pada umumnya, civitas 

akademik Fakultas Syari‟ah, Jurusan Muamalah pada Khususnya. Selain 

itu diharapkan menjadi stimulator bagi penelitian selanjutnya sehingga 

proses pengkajian akan terus berlangsung dan akan memperoleh hasil 

yang maksimal. 

G. Kajian Terdahulu Yang Relevan 

Tinjuan pustaka merupakan hasil penelitian yang pernah di lakukan oleh 

para peneliti terdahulu. Selain itu, penelitian yang terdahulu juga dapat 

dijadikan sebagai referensi atau acuan bagi penulis untuk melakukan 

penelitian yang saling terkait. Di antara penelitian terdahulu yang terkait 

dengan masalah penelitian ini adalah sebagai berikut 

1. Skripsi oleh Gita andriyani yang berjudul “Provisi Makelar Tentang Jual 

Beli Mobil Bekas Dalam Perspektif Hukum Islam Studi Pada Showrom 

Mobil Antasari Bandar Lampung” UIN Raden Intan Lampung. 

Permasalahan pada penelitian ini Bagaimana Tinjuan Hukum Islam 

Terhadap Praktek Provisi  Makelar yang terjadi di Showroom Rico Surya 

Mobil Antasari Bandar Lampung. Kesimpulan nya Menurut Hukum 

Islam praktik jual beli mobil pada showroom Rico Surya dinyatakan Sah 

(dibenarkan) apa bila ada transparasi dalam hal harga atau keutungan 

yang diperoleh. 

2. Skripsi oleh Muhammad Wahyu Hidayat yang berjudul “Tinjauan 

Hukum Isalam Terhadap Praktik Makelar Jual Beli Motor Bekas Studi 
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kasus di Shoroom Motor Bekas Nabil Motor di Desa Kedung Banteng 

Kecamatan Kedung Banteng, Kabupaten Banyumas.” IAIN Purwokerto. 

Permasalahan dalam penelitian ini adalah Bagaimana Pandangan Hukum 

Islam Terhadap Praktik Makelar Jual Beli Motor Bekas di Showroom 

Bekas Nabil Motor Desa Kedung Banteng Kecamatan Kedung Banteng 

Kabupaten Banyumas. Kesimpulannya bahwa praktik makelar jual belil 

motor bekas yang ada di Showroom Motor Bekas Nabil Motor yang 

dilakukan atas makelar yang di makelarkan merupakan akad ijarahyang 

bersifat pekerjaan. Sighat ijab qabul yang diucapkan makelar tetap 

kepada makelar pembantu di showroom motor bekas nabil motor sebagai 

ijab dari sewa jasa untuk mempekerjakan seara lisan dinyatakan sah, 

sebab antara muakid memahami akan ucapan sebagai persewaan dan 

kedua belah pihak saling meridhai dan merelakan. Adapun mengenai 

upah yang diterima oleh makelar dihukumi boleh sesuai hadist yang ada 

berdasarkan kesepakatan diawal perjanjian, meskipun dalam praktiknya 

para pengguna jasa makelar tidak mengetahui berapa besar kelebihan 

harga (upah) dari yang ia bersihkan. 

3. Skripsi oleh Yitna Yuono yang berjudul “Transaksi Jual Beli Hewan 

Ternak melalui Makelar di Tinjau dari Hukum Islam Studi kasus di Pasar 

Hewan Muntilan Kabupaten Magelang 2016” IAIN Salatiga. 

Permasalahan dalam penelitian ini adalah Bagaimana Tinjauan Hukum 

Islam Terhadap Transaksi Jual Beli Hewan Ternak melalui Makelar di 

Pasar Hewan Muntilan Kabupaten Magelang. Kesimpulannya adalah 
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Praktek makelar dalam proses jul beli hewan ternak di pasar muntilan 

memilik tiga unsur yaitu. Berdasarkan tugasnya makelar sebagai 

perantara penjual dan pembeli, mencarikan barang bagi pembeli dan atau 

menjualkan barang bagi penjual. Sedangkan dalam hukum Islam menjual 

hewan menyewa makelar untuk mngucapkan satu dua patah kata dan 

pandangan beberapa wajah (pendapat/Qaul yang berlaku) sekalipun 

berupa ijab dan qabul dan sekaligus melariskan dagangan, karena satu 

dua patah kata itu tidak ada harganya. Seorang makelar dalam 

menawarkan kepada pembeli biasanya lebih tinggi dari harga awal. Yang 

demikian hanya diketahui pihak penjual dan makelar. Shighah yang 

diucapkan adalah perkataan yang menunjukkan permintaan kepada 

makelar untuk menjualkan atau memasarkan hewan ternak. Jual-beli 

melalui perantara itu dibolehkan, asal antara ijab dan qabul sejalan. 

Dengan demikian maka shighah yang telah diucapkan oleh penjual 

kepada makelar sebagai ijab dari sewa jasa untuk mempekerjakan 

dibolehkan. Dalam meminta bantuan jasa makelar dipasar hewan 

muntilan kabupaten magelang bentuk akad yang terjadi adalah akad 

ijarah dimana seorang pembeli mendatangi langsung kepada makelar dan 

menjelaskan maksud tujuannya secara langsung agar dicarikan hewan 

ternak. 
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H. Metode Penelitian 

1. Jenis Dan Sifat Penelitian . 

a. Jenis penelitian 

Merupakan jenis penelitian lapangan (field research) yaitu 

bersifat deskriptif adalah penelitian yang bertujuan untuk 

mendiskriptifkan dan menganalisa  mengenai  subjek  yang   diteliti  

sedangkan  sifat  dalam penelitian ini digunakan metode  penelitian 

dengan pendekatan kualitatif yang memiliki karakteriktik dalam 

sebagai sumber  data langsung. Sifat penelitian yang  penulis 

lakukan adalah studi kasus penelitian lapangan (field research) dapat 

juga dianggap sebagai pendekatan luas  dalam penelitian kualitatif. 

Ide  pentingnya adalah peneliti berangkat ke “lapangan” untuk 

mengadakan pengamatan tentang fenomena dalam suatu keadaan 

alamiah. Adapun lokasi penelitian yaitu showroom mobil Bapak H. 

Abdulkadir di Bukit Kemuning Lampung Utara. Dengan objek 

penelitian praktik  jual beli mobil bekas melalui jasa makelar 

showroom mobil Bapak H. Abdulkadir di Bukit Kemuning Lampung 

Utara 

b. SifatPenelitian 

Dilihat  dari sifatnya, penelitian ini termasuk penelitian 

deskriptif analitis. Penelitian deskriptif analitis adalah suatu metode 

dalam meneliti status sekelompok manusia, suatu objek, suatu 

kondisi, suatu sistem pemikiran atau suatu kelas, peristiwa pada 
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masa sekarang.
13

 Penelitian deskriptif analitis ini dipergunakan 

untuk mengungkap kandata penelitian yang sebenarnya. Penelitian 

ini juga menyelidiki keadaan, kondisi atau hal lain-lain yang sudah 

disebutkan, yang hasilnya dipaparkan dalam bentuk laporan 

penelitian.
14

 

2. Data dan Sumber  

a. Data primer 

Data primer adalah hasil wawancara yang diperoleh langsung 

dari sumber pertama.
15

Dengan data ini penulis mendapatkan 

gambaran umum tentang makelar dalam jual beli mobil bekas dalam 

perspektif hukum Islam di showroom mobil Bapak H. Abdulkadir di 

Bukit Kemuning Lampung Utara. 

b. Data sekunder 

Data skunder adalah data yang tidak langsung memberikan data 

kepada pengumpul data, misalnya: lewat orang lain, atau dokumen.
16

 

Sumber data dalam penelitian ini yaitu diperoleh dan bersumber dari 

al-Quran, hadits, kitab-kitab fiqih, buku-buku, dan literatur, yang 

berhubungan dengan pokok pembahasan. 

3. Populasi Dan Sampel 

a. Populasi 

                                                           
13

Moh. Nazir, Metode Pebnelitian, (Jakarta: Ghalia Indonesia, 1985), 64. 
14

Suharsimi Arikunto, Prosedur Penelitian, (Jakarta: Rineka Cipta, 2013), 45. 
15

Amirudin dan Zainal Asikin, Pengantar Metode dan Penelitian Hukum, (Jakarta: PT 

Raja Grafindo Persada, 2003), 30. 
16

Sugiyono, Metode Penelitian Kuantitatif dan Kualitatif dan R &D  (Bandung: Alfabeta, 

2008), 137. 
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Populasi adalah keseluruhan subyek penelitian. Apabila 

seseorang ingin meneliti semua elemen yang ada  dalam wilayah 

penelitian, maka penelitiannya merupakan penelitian 

populasi.
17

Mengingat penelitian ini adalah penelitian populasi 

(population research), maka dalam penentuan responden penulis 

berpegang pada pendapat Suharsimi Arikunto bahwa: Apabila 

subyeknya kurang  dari seratus, maka  penelitian ini merupakan 

penelitian populasi.  

b. Sampel 

Sampel adalah bagian dari populasi sebagai cotoh yang diambil 

dengan menggunakan cara-cara tertentu.
18

 Pada dasarnya ada dua macam 

bentuk sampling, yaitu teknik probability sampling dan teknik non 

probability sampling. 

Probability sampling adalah teknik pengambilan sampel yang 

memberikan peluang sama bagi setiap unsur (anggota) populasi untuk 

dipilih menjadi anggota sampel. Non probability sampling adalah teknik 

pengambilan sampel yang tidak memberi pelung atau kesempatan sama 

bagi setiap unsur atau anggota populasi untuk dipilih menjadi sampel.
19

 

dalam hal ini sampel yang di gunakan adalah Purposive sampling yang 

telah di tentukan berdasarkan beberapa pertimbangan tertentu. Pada 

penelitian ini yang di jadikan sampel yaitu : pemilik dan penjual 

                                                           
17

. Suharsimi Arikunto, Prosedur Penelitian, (Jakarta: Rineka Cipta, 2013108 
18

Nurul Zuriah, Metodelogi Penelitian Sosial dan Pendidikan (Jakarta: Bumi Aksara, 

2007), 119. 
19

Sugiyono, Metode Penelitian Kuantitatif dan Kualitatif dan R&D (Bandung: Alfabeta, 

2008), 82-85. 
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showroom mobil di desa Bukit Kemuning Kec Bukit Kemuning Kab 

Lampung Utara. 

4. Metode Pengumpulan Data  

Dalam mengumpulkan data data yang di perlukan penulis. Penulis 

menggunakan metode-metode berikut: 

a. Wawancara 

Yaitu teknik tanya jawab atau pertemuan antara dua orang atau 

lebih dengan seseorang untuk suatu pembicaraan secara 

langsung.
20

Wawancara merupakan alat pengumpulan informasi 

dengan cara mengajukan sejumlah pertanyaan secara lisan dan 

dijawab secara lisan pula. Ciri-ciri utama dari wawancara adalah 

kontak langsung dengan tatap  muka   antara  pencari informasi 

dengan sumber  informasi. Metode ini untuk mendapatkan informasi 

dari narsumbernya, narasumber yang dimaksud dalam kegiatan 

penelitian ini  adalah makelar para pengguna jasa makelar dan 

pembeli. 

b. Dokumentasi 

Dokumentasi merupakan cara mengumpulkan data melalui 

peninggalan tertulis, seperti arsip-arsip dan termasuk juga buku-

buku tentang pendapat,  teori, dalil atau hukum-hukum dan lain-lain  

yang berhubungan dengan masalah penelitian.
21

 

 

                                                           
20

Suritno Hadi, Metodelogi Research, (Yogjakarta: Andi Offiset, 1997), 10. 
21

Ibid., 181. 
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5. Metode Pengelolaan Data 

a. Pemeriksaan data (editing) 

Pemeriksaan data atau editing adalah pengecekan atau 

pengoreksian data yang dikumpulkan, karena kemungkinan data 

yang masuk (raw data) atau terkumpul itu tidak logis dan 

meragukan. Tujuan nya editing adalah untuk menghilangkan 

kesalahan-kesalahan yang terdapat pada pencatat lapangan dan 

bersifat koreksi, sehingga kekurangannya dapat di lengkapi atau di 

perbaiki. 

b. Sistematis data (systemating) 

Sistematis data adalah penampakan data menurut kerangk 

sistematika pokok bahasan dan sub pokok bahasan berdasarkan 

urutan masalah. 

6. Analisis data 

Setelah melakukan pengumpulan  data baik dari lapangan maupun 

pustaka maka  selanjutnya menganalisis data sesuai dengan 

permasalahannya.Data tersebut dianalisis dengan menggunakan data 

yang bersifat kualitatif yaitu pengamatan, wawancara atau penelaah 

dokumen. Analisis data yang telah terkumpul dan menggunakan metode 

tersendiri. Metode yang dipakai dalam analisis data ini adalah metode 

kualitatif dengan pendekatan berfikir deduktif. 

Pendekatan deduktif merupakan prosedur yang  berpangkal pada 

suatuperistiwa umum, yang kebenarannya telah diketahui atau diyakini, 
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dan Berakhir pada suatu kesimpulan atau pengetahuan baru yang bersifat 

lebih khusus. Pada tahapan analisis data diolah sedemikian rupa sehingga 

berhasildisimpulkan kebenaran-kebenaran yang dapat dipakai untuk 

menjawab persoalan-persoalan yang diajukan dalam penelitian. 

I. Sistematika Pembahasan 

Pembahasan dalam skripsi ini dibagi menjadi 5 (lima) bab, setiap bab 

terdiri dari sub bab seperti: 

Bab pertama yang berisi tentang pendahuluan untuk menghantarkan 

skripsi secara keseluruhan, pendahuluan ini terdiri dari penegasan judul, 

latar belakang, fokus dan sub fokus penelitian, rumusan masalah, tujuan 

penelitian, manfaat penelitian, kajian penelitian terdahulu yang relevan, 

metode penelitian dan sistematika pembahasan. 

Bab kedua untuk menghantarkan pada permaslaahan tinjauan hukum 

ekonomi syariah tentang upah, jual beli dan makelar yang masing-masing 

terdiri dari pengertian, dasar hukum, jenis-jenis dan lain sebagainya. 

Bab ketiga berisi tentang data lapangan terkait penelitian yaitu data 

showroom milik Bapak H. Abdul kadir di Bukit Kemuning Kecamatan 

Bukit Kemuning Kabupaten Lampung Utara serta penyajian data berupa 

praktek makelar dalam showroom milik Bapak H. Abdul kadir di Bukit 

Kemuning Kecamatan Bukit Kemuning Kabupaten Lampung Utara. 

Bab keempat berisi analisis praktek makelar showroom mobil miliki 

Bapak H. Abdulkadir di Bukit Kemuning Kecamatan Bukit Kemuning 

Kabupaten Lampung Utara dan tinjauan hukum Islam terhadap praktek 
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makelar dalam showroom milik Bapak H. Abdulkadir di Bukit Kemuning 

Kecamatan Bukit Kemuning Kabupaten Lampung Utara. 

Bab kelima merupakan bagian akhir dalam skripsi yang berisi tentang 

kesimpulan dari pembahasan yang telah dilakukan dan selanjutnya penulis 

memberikan rekomendasi atau masukan. 
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BAB II 

LANDASAN TEORI 

 

A. JUAL BELI 

1. Pengertian Jual Beli 

Jual beli berasal dari kata باع  (baa‟a) atau al-ba‟iyang artinya 

menjual, mengganti atau menukar (sesuatu dengan sesuatu yang lain).
22

 

Secara istilah, ada beberapa definisi tentang jual beli yang dikemukakan 

oleh para Ulama  fiqh meskipun substansi dan tujuan masing-masing 

definisi adalah sama. Ulama Hanafiyyah mengemukakan pendapatnya 

tentang jual beli, yaitu dengan saling menukar harta dengan harta melalui 

cara tertentu.
23

 Definisi berikut mengandung pengertian bahwa cara 

khusus yang dimaksud ialah melalui ijab (ungkapan membeli dari 

pembeli) dan qabul (pernyataan menjual dari penjual) atau juga bisa 

melalui saling memberikan barang dan harga dari penjual dan pembeli.
24

 

Definisi lain yang diungkapkan oleh Ulama Malikiyyah, Syafi‟iyyah 

dan Hanabillah yaitu jual beli adalah saling menukar harta dengan harta 

dalam bentuk pemindahan milik dan kepemilikkan.
25

 Sayyid Sabiq 

mendefinisikan jual beli dengan: 

مُبَادَلَةُمَالٍ عَلَى سَبِيْلِ الت َّرَاضِى أَوْنَ قْلُ مِلْكٍ بَ عَوْضٍ عَلَى الْوَجْوِ الْمأذُّوْنِ 
 فِيْوِ 

                                                           
22

M. Ali Hasan, Berbagai Macam Transaksi Dalam Islam, (Jakarta: PT. Raja Grafindo 

Persada, 2003), 113. 
23

Nasrun Haroen, Fiqh Muamalah, (Jakarta: Gaya Media Pratama, 2007), 111. 
24

Ibid 
25

Ibid., 112. 
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Artinya: “Jual beli ialah pertukaran harta dengan harta atas dasar 

saling merelakan atau memindahkan milik dengan ganti yang dapat 

dibenarkan”.
26

 

Ibnu Qudamah mendefinisikannya dengan:  

 بَادَلَةُمَالٍ باِالْمَالِ تََلِْيْكًاوَتََلَُّكًامُ 
Artinya: “Saling menukar harta dengan dalam bentuk pemindahan miliki 

dan kepemilikkan”.
27

 

Berdasarkan beberapa definisi tentang jual beli yang telah penulis 

paparkan di atas dapat dipahami bahwa inti dari jual beli ialah suatu 

perjanjian tukar menukar di antara kedua belah pihak yang mana satu 

menerima benda dan pihak lain menerima uang sebagai kompensasi 

barang sesuai dengan perjanjian atau ketentuan yang telah dibenarkan 

syara‟ dan disepakati.
28

 Atau dapat diartikan bahwa jual beli tersebut 

lebih menekankan pada tukar menukar harta dengan jalan melepaskan 

hak milik dari yang satu kepada yang lain, tukar menukar harta disini 

dapat berupa pertukaran barang dengan uang, seperti  yang terjadi zaman 

sekarang. Jual beli yang sekarang sangatlah berbeda dengan jual beli 

yang terjadi pada masyarakat primitif. Jual beli yang sering dilakukan 

oleh masyarakat primitif ialah dengan cara tukar menukar barang dengan 

barang (harta). Tukar menukar barang pada zaman primitif ini di zaman 

sekarang disebut dengan sebutan barter.Misalnya telur atau minyak dari 
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luar negeri ditukar dengan lada dan kopi dari Indonesia dalam jumlah 

yang amat besar.
29

 

Adapun pengertian jual beli menurut Hukum Perdata (BW) ialah 

suatu peristiwa perjanjian timbal balik di mana pihak yang satu (penjual) 

berjanji untuk menyerahkan hak milik atas suatu barang dan pihak lain 

(pembeli) berjanji untuk membayar dengan harga yang terdiri dari 

sejumlah uang sebagai imbalannya.
30

 

Dengan demikian kesimpulan jual belimenurut bahasa adalah tukar 

menukar suatu barang dengan barang yang lain atas dasar suka sama suka 

antara penjual dan pembeli. Sedangkan jual beli menurut istilah adalah 

tukar menukar suatu barang dengan barang yang lain yang dimiliki 

seseorang, yang mana penukaran barang ini dilakukan atas dasar suka 

sama sukadi antara kedua belah pihak yaitu si penjual dan pembeli sesuai 

dengan ketentuan yang dibenarkan syara‟ atau tidak bertentangan dengan 

ketentuan syariat Islam. 

2. Dasar Hukum Jual Beli 

Hukum jual beli pada dasarnya  adalahmubah (boleh). Akan tetapi 

pada situasi-situasi tertentu menurut Imam Asy-Syatibi pakar fiqh Maliki, 

hukumnya boleh berubah menjadi wajib.Imam Asy-Syatibi memberikan 

contoh ketika terjadi praktek ihtikar (penimbunan barang sehingga stok 

hilang dari pasar dan harga melonjak naik).
31

 Jual beli sebagai sarana 
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tolong menolong dalam memenuhi kebutuhan hidup umat manusia dan 

salah satu aktifitas ekonomi yang mempunyai landasaran seperti: 

a. Al-Qur’an 

Al-Qur‟an adalah dasar hukum yang menduduki tingkatan 

paling tinggi untuk menentukan hukum-hukum yang berlaku dalam 

kehidupan beragama. Dalam hal jual beli terdapat dalam Surah An-

Nisaa‟ Ayat 29 yang berbunyi: 
 

                        

                    

      

 
Artinya: “Hai orang- orang yang beriman, janganlah kamu saling 

memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil kecuali dengan 

jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama suka di antara 

kamu. Dan janganlah kamu membunuh dirimu, sesungguhnya Allah 

adalah Maha Penyayang kepadamu”.
32

 

 

Makna kata تاَْ كُلوُْا (memakan) ialah mengambil harta dengan 

cara bagaimanapun. Kemudian kata (وَالكَُمْ أمَْ  harta sesamamu) 

ditujukan kepada semua orang, mengingat bahwa setiap orang harus 

saling bahu membahu di dalam menjamin hak dan kemashlahatan 

bersama. Sedangkan untuk kata  berikutnya yaitu  ْتأَكُْلوُْاأمَْوَالكَُم

 janganlah kamu memakan harta sesamamu dengan) بيَْنكَُمْبلِْباَطلَِ 

carayang bathil) menunjukkan bahwasannya harta yang haram 

biasanya menjadi awal persengketaan dalam transaksi antara orang 
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yang memakan dengan hartanya yang dimakan, karena masing-

masing pihak ingin menarik harta itu. 

Ayat di atas mengidentifikasikan bahwa Allah SWT melarang 

kaum muslimin memakan harta orang lain secara bathil seperti 

halnya melakukan transaksi berbasis bunga (riba‟), transaksi yang 

bersifat spekulatif judi (maisir).
33

  Selanjutnya ayat ini megharuskan 

untuk mentaati aturan yang telah ditentukan  dan jangan sesekali 

melanggarnya. Dalam ayat ini mengandung arti adanya kerelaan 

kedua belah pihak dan yang terpenting ialah ijab dan qabul atau apa 

saja yang dikenal dalam adat kebiasaan sebagai serah terima ialah 

bentuk-bentuk yang digunakan hukum untuk menunjukkan kerelaan. 

Hubungan timbal balik yang seimbang, peraturan dan syariat 

yang mengikat serta sanksi yang sudah ditetapkan merupakan tiga 

hal yang selalu berkaitan dengan bisnis dan ketiga hal ini ada etika 

yang menjadikan pelaku bisnis tidak sekedar menuntut keuntungan 

materi yang segera.Akan tetapi menjalaninya sampai seperti 

tuntunan dalam al-Qur‟an.
34

 

Adapun Ayat lain yang menjelaskan tentang jual beli terdapat 

dalam Qur‟an Surah al-Baqarah ayat 275 yang berbunyi sebagai 

berikut: 
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Artinya: “Orang-orang yang memakan (mengambil) riba tidak 

dapat berdiri melainkan seperti berdirinya orang yang kemasukan 

syaitan lantaran (tekanan) penyakit gila. Keadaan mereka yang 

demikian itu disebabkan mereka berkata (berpendapat). 

Sesungguhnya jual beli itu sama dengan riba, padahal  Allah telah 

menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. Orang-orang yang 

telah sampai kepadanya larangan dari Tuhannya lalu terus berhenti 

(dari mengambil riba) maka baginya apa yang telah diambilnya 

dahulu (sebelum datang larangan) dan urusannya (terserah) kepada 

Allah SWT. Orang yang kembali (mengambil riba) maka orang itu 

ialah penghuni-penghuni neraka.Mereka kekal di dalamnya”. (Al-

Baqarah : 275)
35

 

 

Ayat yang menjelaskan bahwa jual beli merupakan tindakan 

atau transaksi yang telah disyariatkan.Artinya, telah ada hukum yang 

jelas dalam Islam yaitu boleh (mubah).Kebolehan jual beli ialah 

untuk menghindari manusia dari kesulitan dalam bermuamalah 

dengan harta.Dalam melakukan transaksi jual beli ini Allah SWT 

telah melarang umat manusia untuk melakukan riba‟ (memakan 

harta benda orang dengan jalan yang bathil). 

Bersumber dari uraiain di atas dapat dipahami bahwa Allah 

SWT telah melarang orang-orang yang beriman kepada-Nya untuk 
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memakan harta yang bathil karena perbuatan itu melanggar 

ketentuan syara‟ dan dapat merugikan orang lain. Kemudian Allah 

SWT telah menghalalkan perniagaan yang sesuai dengan ketentuan-

ketentuan syara‟ yang dilandasi dengan keridhoan kedua belah pihak 

yang melakukan akad. 

b. As-Sunnah 

Hadits yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari: 

نَ هَى رَسُوْلُ الِله صَلَى اللهُ  :عَن انََسِ بْنِ مَالِكِرَضِيَ الُله عَنْوُ انََّوُ قاَلَ 
 .ولْمُزَابَ نَةِ  ,الَْمُلََ مَسَةِ  ,وَالْمُخَا ضَرَةِ  ,عَلَيْوِ وَسَلَّمَ عَنِ الْمُحَا قَ لَةِ 

 ﴾۰۰۲۲ : ﴿رواه البخارى
Artinya: “Dari Anas bin Malik ra berkata: Rasulullah SAW 

melarang melakukan jual beli yang belum ditunai, jual beli yang 

buahnya belum matang (hijau), jual beli dengan sentuhan, jual beli 

dengan tebak-tebakan dan jual beli timbangannya tidak 

diketahui”.
36

 (HR. Bukhari Nomor 2.207) 

 

Berdasarkan fenomena yang terjadi sekarang ini, banyak para 

pedagang muslim yang mengabaikan dan melalaikan aspek 

muamalah menurut hadist-hadist di atas, sehingga tidak peduli 

memakan barang yang haram atau menjual belikan barang-barang 

dengan cara yang tidak benar dan terlarang menurut syariat Islam. 

Sikap semacam ini merupakan kekeliruan yang harus diupayakan 

pencegahannya agar semua orang dapat membedakan mana yang 

boleh dan tidak serta menjauhkan diri dari segala yang syubhat 

apalagi haram. 
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Hal lain yang dapat dijadikan dasar dalam jual beli ialah risalah 

dari Rasulullah SAW yang telah menggadaikan baju besinya ketika 

membeli makanan dari seorang Yahudi, sebagaimana hadist yang 

berbunyi: 

Hadist yang lainnya dari Al-Baihaqi, Ibn Majah dan Ibn Hibban, 

Rasulullah SAW menyatakan: 

هَاأَنَّ النَّبَِِ صَلَّى الُله عَلَيْوِ وَسَلَّمَ  عَائشَةَرَضِيَ الُله عَن ْ دَثنَِىالأسْوَادُعَن ْ
نَوُ دِرْعَوُ ﴿رواه البخارى﴾  اِشْتَ رَى طعََامًامِنْ يَ هُوْدِيٍّ اِلََ أَجَلٍ وَرَىَّ

Artinya: “Telah berkata al-Aswad dari Aisyah RA bahwasannya 

Nabi Muhammad SAW telah membeli makanan dari seorang Yahudi 

dengan tempo dan menggadaikan baju besinya”.
37

 (HR. Bukhari) 

 

Berdasarkan hadist di atas, dapat dipahami bahwa jual beli 

sudah dilakukan sejak zaman Nabi dan Nabi sendiri telah melihat 

langsung jual beli tersebut.Dalam hal ini, yang tidak mengikuti 

ketentuan hukum Islam tidak diperbolehkan dan tidak sah pula akad 

jual belinya, seperti terdapat hal semacam penipuan dan kecurangan 

serta saling menjatuhkan usaha jual beli atau barang dan pedagang. 

Hukum jual beli juga dijelaskan dalam hadist Nabi Muhammad 

SAW yaitu hadist Rifa‟ah Ibn Rafi‟ yang berbunyi sebagai berikut: 

عَنْ رفِاَعَةَ بْنِ راَفِعٍ أَنَّ النَّبَِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْوِ وَاسَلَّمَ سُئِلَ أَيٌّ الْكَسْبِ 
رُوْرٍ ﴿رواه البرزاروالحا  أَطْيَبُ؟قاَلَ :  عَمَلُ الرَّجُلُ بيَِدِهِ وكَُلٌّ بَ يْعٍ مَب ْ

 كم﴾
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Artinya: “Dari Rifa‟ah Ibn Rafi‟ bahwa Nabi Muhammad SAW 

pernah ditanya: apakah profesi yang paling baik? Rasulullah SAW 

menjawab: Usaha tangan manusia sendiridan setiap jual beli yang 

diberkati”. (HR. Al-Barzaar dan Al-Hakim)
38

 

 

Hadist di atas sangatlah jelas memperbolehkan jual beli, bahkan 

menurut Nabi Muhammad SAW jual beli merupakan salah satu 

pekerjaan di masa mudanya.Kisah tentang Rasulullah SAW yang 

menjual barang-barang dagangan milik Siti Khadijah yang di 

kemudian hari menjadi istri Rasul menjadikan bukti bahwa 

Rasulullah SAW adalah seorang pedagang. Tidak ada perselisihan 

antara jual beli dan Islam sangat jelas memperbolehkannya, hanya 

saja dalam perkembangannya mengalami beberapa bentuk atau 

model jual beli yang membutuhkan pemikiran baru atau Ijtihad  di 

kalangan umat Islam. 

Terdapat hadist yang menjelaskan tentang keberkahan dalam 

jual beli yaitu pedagang jujur, tidak curang dan tidak mengandung 

unsur penipuan dalam berdagang: 

دُوْقُ  عَنْ أَبِْ سَعْإِيْدٍعَنِ النَّبَِِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْوِ وَسَلَّمَ قاَلَ : التَّاجِرُ لصَّ
هَدَاءِ ﴿رواه ترميذي﴾ دِقِيَْْ وَالشُّ يَْْ وَالصِّ  الَأمِيُْْ مَعَ النَّبِي ِّ

Artinya: “Dari Abi Sa‟id dari Nabi SAW, beliau bersadbda: 

Pedagang yang jujur (benar) dan dapat dipercaya nanti bersama-

sama dengan Nabi, Shiddiqin dan Syuhada”.
39

 (HR. Tirmidzi) 
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c. Ijma’ 

Ijma‟ menurut bahasa berarti sepakat, setuju atau sependapat. 

Sedangkan menurut istilah yang dimaksud dengan Ijma‟ yaitu: 

دٍصَلَّىمُجْ اتِ َّفَاقُ  ةِمَُُمَّ عَصْرمٍِنَلََْعْصَارعَِلَى بَ عْدَوَفاَتِِفِِىوَسَلَّمَ عَلَيْهِ اللهُ تَهِدِىامَُّ
 .أمَْرمٍِنَالْْمُُوْرزِ

Artinya: “Kesamaan pendapat para mujtahid umat Nabi Muhammad 

SAW setelah beliau wafat pada suatu masa tertentu tentang masalah 

tertentu”.
40

 

 

Ijma‟ adalah kesepakatan mayoritas mujtahid di antara umat 

Islam pada suatu masa setelah wafatnya Rasulullah SAW atas 

hukum syar‟i mengenai suatu kejadian atau kasus.
41

 Ulama muslim 

sepakat atas kebolehan akad jual beli. Ijma‟ ini memberikan hikmah 

bahwa kebutuhan manusia berhubungan dengan sesuatu yang ada 

dalam kepemilikkan orang lain dan kepemilikkan sesuatu itu tidak 

akan diberikan dengan begitu saja. Namun terdapat kompetensi yang 

harus diberlakukan.
42

Berdasarkan pernyatan ini sangatlah jelas 

bahwasannya akad jual beli mendapatkan pengakuan dan legalitas 

dari syara‟ dan sah untuk dilaksanakan dalam kehidupan umat 

manusia. 

d. Kaidah Fiqh 

 لَأصْلُ فِْ الدعَِا مَلَةِ الِإباَحَةُالَّْ أَنْ يَدُلَّ دَليِْلٌ عَلَى تََْريِْْهََا
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Artinya: “Hukum asal semua bentuk muamalah adalah boleh 

dilakukan kecuali ada dalil yang mengharamkannya”.
43

 

Kaidah ini menjelaskan bahwa dalam setiap muamalah dan 

transaksi pada dasarnya diperbolehkan, seperti jual beli, sewa-

menyewa, gadai, kerjasama (mudharabah dan musyarakah), 

perwakilan dan lain sebagainya kecuali yang sudah pasti 

diharamkan seperti mengakibatkan kemudharatan, tipuan, judi dan 

riba‟. 

 الَأصْلُ فِِْ العَقْدِرِضَي الدتَِ عَاقِدَيْنِ وَنَ تَ يْجَتُوُ مَاإِلتَ زَمَاهُ باِات َّعَاقُدِ 
Artinya: “Hukum asal transaksi adalah keridhaan kedua belah pihak 

yang berakad, hasilnya adalah berlaku sahnya yang dilakukan”. 

 Keridhaan yang dimaksud merupakan prinsip.Oleh sebab itu, 

transaksi barulah sah apabila didasarkan kepada keridhaan kedua 

belah pihak. Artinya yaitu tidak akan sah suatu akad, apabila salah 

satu pihak dalam keadaan terpaksa atau dipaksa atau lebih jauh lagi 

merasa tertipu.
44

 

3. Rukun dan Syarat Jual Beli 

Jual beli adalah suatu akad yang dipandang sah jika sudah memenuhi 

rukun dan syaratnya.Rukun jual beli yaitu dengan adanya ijab dan 

qabul.Ijab dan qabul tidak diwajibkan jika objek akad (barang) 

merupakan sesuatu yang kurang bernilai (haqir), akan tetapi cukup 

dengan mu‟atah (saling memberi tanpa ijab qabul) sesuai dengan adat 

kebiasaan yang berlaku dimasyarakat.
45

Dalam menentukan rukun jual 

beli terdapat perbedaan pendapat ulama Hanafiyyah dengan Jumhur 

Ulama. 
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Rukun jual beli menurut Ulama Hanafiyyah yaitu ijab qabul, ijab 

artinya ungkapan membeli dari si pembeli dan qabul artinya yang 

menunukkan pertukaran barang secara ridho, baik dengan ucapan 

maupun perbuatan.
46

 Menurut Ulama Hanafiyyah, yang menjadi rukun 

dalam jual beli hanyalah kerelaan (ridho) dari kedua belah pihak yang 

melakukan transaksi jual beli. Akan tetapi, karena adanya unsur kerelaan 

tersebut, justru yang menyulitkan karena unsur hati yang sulit untuk di 

indrakan sehingga tidak kelihatan ia benar-benar ridho atau tidak. Maka 

dari itu diperlukan indikasi yang menunjukkan kerelaan kedua belah 

pihak yang melakukan transaksi jual beli menurut mereka boleh 

tergambar dalam ijab dan qabul, atau melalui cara saling memberikan 

barang dan harga barang.
47

 Sedangkan menurut Jumhur Ulama rukun jual 

beli beli terbagi menjadi 4 (empat) rukun,
48

 yaitu di antaranya sebagai 

berikut: 

a. Adanya orang yang melakukan akad atau al-muta‟aqidain (penjual 

dan pebeli), 

b. Adanya sighat, 

c. Terdapat barang yang diperjualbelikan, dan 

d. Ada nilai tukar pengganti barang. 

Adapun syarat dalam jual beli merupakan sebuah komitmen yang 

dijalin antara salah satu pihak dari beberapa pihak yang mengadakan 

transaksi dengan lainnya untuk mengambil manfaat dari barang 
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tersebut.
49

 Para ulama berpendapat bahwa syarat jual beli terbagi 

beberapa macam, di antaranya: 

a. Syarat orang yang berakad
50

 

1) Berakal, artinya baik pembeli maupun penjual merupakan orang 

yang berakal agar tidak kerkecoh atau tertipu. Dalam hal ini jika 

antara pembeli ataupun penjual ada yang gila, maka tidak akan 

sah jual belinya.  

2) Kehendak pribadi, artinya jual beli yang dilakukan bukan 

merupakan sebuah paksaan ataupun karena kehendak orang lain, 

melainkan karna kehendak sendiri. 

3) Tidak mubazir, artinya barang yang dibeli si pembeli tidaklah 

barang yang disia-siakan. Mubazir adalah perbuatan yang 

dilarang dalam Islam. 

4) Baligh, artinya anak kecil tidak akan sah jual belinya, namun 

bagi sebagian memperbolehkan bagi yang belum berumur tapi 

sudah mengerti tentang tata cara jual beli. 

b. Syarat yang terkait dengan ijab dan qabul 

Ijab ialah perkataan penjual seperti “saya jual barang ini dengan 

harga sekian….” qabul ialah perkataan pembeli seperti “saya akan 

beli dengan harga sekian…”.Ijabqabul merupakan tindakan yang 

dilakukan oleh orang yang akan melakukan akad. Akad berasal dari 

bahasa Arab yaitu “al-aqdu” yang berarti perikatan atau perjanjian 
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dan permufakatan. Artinya, baha seluruh perikatan yang dilakukan 

oleh kedua belah pihak atau lebih tidak dianggap sah apabila tidak 

sejalan dengan kehendak syara‟ seperti kesepakatan untuk 

melakukan akad riba‟, menipu orang lain atau hal lain sejenisnya. 

Adapun syarat ijab qabul dalam jual beli yaitu sebagai berikut: 

1) Orang yang mengucapkan telah baligh dan berakal 

2) Qabul sesuai dengan ijab 

3) Ijab dan qabul dilakukan dalam satu majelis. Majelis artinya 

tempat dilangsungkannya akad atau bisa berbentuk keadaan 

selama berlangsungnya akad sekalipun tidak dalam satu tempat. 

c. Syarat barang yang diperjualbelikan
51

 

1)   Suci, artinya barang yang tidak suci tidaklah sah 

diperjualbelikan. Uang hasil penjualannya tidak boleh 

digunakan untuk membeli suatu barang lainnya. 

2) Manfaat, barang yang diperjualbelikan adalah barang yang 

bermanfaat baik untuk diri sendiri maupun orang lain. 

3) Barang dapat diserahkan, artinya tidak akan sah menjual barang 

yang tidak dapat diserahkan kepada si pembeli barang. 

4) Milik penuh dan penguasaan penuh, artinya barang yang akan 

dijual adalah milik si penjual penuh secara sah. Namun jika 

barang tersebut milik orang lain, maka ia harus diberi kuasa 

penuh atas barang yang akan dijual tersebut. 
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5) Barangnya harus diketahui kedua belah pihak, artinya barang 

yang diperjualbelikan merupakan barang yang sudah diketahuii 

wujud dan keterangannya oleh kedua belah pihak. 

Adapun pendapat lain terkait syarat-syarat yang berkaitan dengan 

rukun jual beli di atas, para ulama fiqh mengemukakan syarat-syarat 

lainnya
52

, yaitu sebagai berikut: 

a. Jual beli yang terhindar dari cacat, 

b. Jika barang yang diperjualbelikan adalah benda bergerak, maka 

barang itu boleh langsung dikuasai sipembeli dan harga barang 

tersebut dikuasai si penjual, 

c. Jual beli boleh dilakukan jika yang berakad mempunyai kekuasaan 

untuk melakukan jual beli, dan 

d. Syarat lain yang terkait dengan kekuatan hukum jual beli. 

Selain syarat umum di atas, jual beli dianggap sah jika terpenuhi 

syarat-syarat khusus yang disebut dengan syarat ijab qabul sebagai 

berikut: 

a. Orang yang mengucapkanya telah baligh dan berakal. 

b. Qabul sesuai dengan ijab. 

c. Ijab dan qabul dilakukan dalam satu majelis. 

Menurut Mustafa Ahmad Az-Zarqa, majelsi bisa berbentuk tempat 

dilangsungkannya akad dan bisa berbentuk keadaan selama 

berlangsungnya akad walaupun tidak dalam satu tempat. Ulama 
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Hanafiyyah dan Malikiyyah berpendapat bahwa antara ijab dan qabul  

boleh di antara waktu yang telah disepakati sehingga pihak pembeli 

sempat berpikir. Namun ulama Syafi‟iyyah dan Hanabilah 

mengemukakan pendapatnya bahwa jarak antara ijab dan qabul  tidak 

terlalu lama yang dapat menimbulkan dugaan bahwa objek pembicaraan 

tersebut berubah. 

Zaman modern kini, perwujudan ijab dan qabul tidak lagi diucapkan 

tetapi dilakukan dengan sikap mengambil barang dan membayar uang 

dari si pembeli untuk menerima barang dan kepada si penjual untuk 

menerima uangnya tanpa ucapan apapun selain terjadinya tawar 

menawar.Hal ini banyak terjadi dalam hal jual beli di pasar 

swalayan.Dalam fiqh Islam, jual beli semacam ini dinamakan bai‟al-

mu‟athah.Akan tetapi, para Jumhur Ulama berbeda pendapat, mereka 

mengemukakan pendapatnya bahwa jual beli seperti ini hukumnya boleh 

jika hal ini sudah menjadi sebuah kebiasaan bagi masyarakat setempat. 

4. Sifat Jual Beli 

Sifat jual beli terbagi menjadi 3 (tiga) sifat, di antaranya sebagai 

berikut: 

a. Jual beli shahih, adalah jual beli yang memenuhi ketentuan syariat. 

Hukum sesuatu yang diperjualbelikan menjadi milik yang 

melakukan akad.
53
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b. Jual beli batal, merupakan jual beli yangtidak memnuhi salah satu 

rukun, atau yang tidak sesuai dengan syariat seperti orang yang 

melakukan akad bukan ahlinya (contoh: orang gila dan anak kecil 

yang belum paham dengan jual beli). 

c. Jual beli rusak, artinya jual beli yang sesuai dengan ketentuan syarat 

pada asalnya tetapi tidak sesuai dengan syariat pada sifatnya. 

Misalnya, jual beli yang dilakukan oleh seorang yang mumayyiz 

tetapi bodoh sehingga menimbulkan pertentangan. 

B. MAKELAR 

1. Pengertian Makelar 

Makelar dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) adalah 

perantara perdagangan (antara penjual dan pembeli) yaitu orang yang 

menjualkan barang atau mencarikan pembeli untuk orang lain dengan 

dasar mendapatkan provisi atau upah atau jasa atas 

pekerjaannya.
54

Makelar dalam Pasal 62 Kitab Undang-Undang Hukum 

Dagang (KUHD) adalah seorang pedagang perantara yang diangkat oleh 

Gubernur Jendral (sekarang Presiden) atau oleh pembesaryang oleh 

Gubernur Jendraltelah dinyatakan berwenang untuk itu.Ia 

menyelenggarakan perusahaannya dengan melakukan pekerjaan-

pekerjaan sebagaimana termaksud dalam Pasal 64 seraya mendapat upah 
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atau provisi tertentu atas amanat dan nama orang-orang dengan siapa ia 

tak mempunyai sesuatu hubungan yang tetap.
55

 

Pihak yang menjadi perantara dari transaksi jual beli sering disebut 

dengan istilah simsar.Praktiknya disebut dengan sebutan 

samsrah.Definisi samsarah adalah perantara antara penjual dan pembeli, 

sedangkan simsar adalah pihak yang masuk di tengah antara penjual dan 

pembeli agar terjadi jual beli.
56

 

Lebih diperjelas kembali bahwasannya makelar merupakan seorang 

perantara yang menghubungkan pengusaha dengan pihak kedua untuk 

mengadakan berbagai perjanjian. Makelar atau samsarah merupakan 

suatu jabatan yang diakui oleh Undang-Undang, maka ia mempunyai 

tanggunngjawab yang tidak kecil. Orang yang bertindak sebagai 

penghubung antara 2  (dua) belah pihak yang berkepentingan. 

2. Dasar Hukum Makelar 

Makelar merupakan profesi yang banyak manfaatnya untuk 

masyarakat terutama bagi para produsen, konsumen dan bagi makelar itu 

sendiri. Profesi ini dibutuhkan oleh masyarakat sebagaimana profesi-

profesi yang lain, karenaada sebagian masyarakat yang sibuk sehingga 

tidak bisa mencari sendiri barang yang dibutuhkan, maka dia 

memerlukan makelar untuk mencarikannya. Sebaliknya, sebagian 

masyarakat yang lain ada yang mempunyai barang dagang, tetapi dia 
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tidak mengetahui bagaimana cara menjualnya,maka membutuhkan 

makelar untuk memasarkan dan menjualkan barang dagangannya. 

Makelar dibolehkan dalam Islam dengan syarat-syarat tertentu. Dalil 

yang membolehkan pekerjaan makelar adalah sebagai berikut: 

a. Al-Qur‟an 

        ....﴿ : ۸۱۱البقرة﴾ 
Artinya: “Dan janganlah sebagian kamu memakan harta sebagian 

yang lain di antara kamu dengan jalan yang bathil…” (Al-Baqarah : 

188)
57

 

           ﴿ : الدائۤدة﴾ 
Artinya: “Hai orang-orang beriman sempurnakanlah akad-akad 

(janji-janji) kalian”. (Al-Maidah : 1)
58

 

b. Hadist 

 ﴾۰۸۱۲رواه البخرى: ﴿بَ يْعِ أَخِيْوِ ايَبَِيْعُ بَ عْضُكُمْ عَلَى ل
Artinya: “Janganlah seseorang di antara kalian menjual di atas 

jualan saudaranya.” (HR. Bukharai Nomor 2139)
59

 

Hadist di atas menunjukkan bahwa pekerjaan calo (makelar) sudah 

ada sejak masa Rasulullah SAW dan beliau tidak melarangnya, 

bahkan menyebut mereka sebagai pedagang. 
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هُمَانَ هَى رَسُوْلُ الُله صَلَّى الُله عَلَيْوِ  عَنْ ابْنُ عَبَّاسٍ رَضِيَ الُله عَن ْ
ى وَلَْيبَِيْعَ حَاضِرلٌبَِادٍقاَلَ لَْيَكُوْنُ لَوُ سِِْسَاراً رواه ﴿وَسَلَّمَ أَنْ الرُّكْبَانْ يتٌَ لَقَّ

 ﴾البخري
Artinya: “Dari Ibnu „Abbas Radliallahu „anhuma, Rasulullah 

Shallallahu „alaihi wasallam melarang menyongsong (mencegat) 

kafilah dagang (sebelum mereka tau harga di pasar) dan melarang 

pula orang kota menjual kepada orang desa. Akku bertanya kepada 

Ibnu „Abbas Radliallahu „anhuma: apa arti sabda Beliau dan 

janganlah orang kota menjual kepada orang desa.”
60

 

 

3. Fungsi Makelar 

Makelar mempunyai fungsi penunjukan jalan dan sebab antara 

penjual dengan pembeli, sehingga banyak membantu dalam proses 

penjualan barang suatu perusahaan atau milik perseorangan.
61

 Dalam 

kehidupan sehari-hari sering sekali seseorang meminta bantuan orang 

lain untuk mengerjakan sesuatu yang tidak dapat dikerjakannya sendiri. 

Misalnya dalam hal melakukan jual beli seperti tanah, rumah dan 

kendaraan.Baik karena tidak adanya waktu untuk melakukan itu atau 

tidak memiliki keahlian untuk memasarkan barangnya. Oleh karena itu, 

seseorang memerlukan bantuan orang lain untuk melakukannya dalam 

hal ini disebut makelar. 

Makelar mempunyai fungsi sebagai seseorang yang menjalankan 

mandate yang diberikan oleh pemberi kuasa untuk menjualkan atau 

mencarikan barang yang dibutuhkan oleh para pemakai jasa makelar 
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dengan menerima upah atas usahanya atau provisi pesanan (order). 

Selain itu makelarjuga berfungsi untuk mengadakan perjanjian-perjanjian 

atau pesanan atas biaya orang lain, tetapi perbuatan-perbuatan ini 

dilakukan juga oleh seorang pesuruh dan dengan sendiri juga oleh 

seseorang makelar. 

Setiap melakukan pekerjaan seseorang memerlukan bantuan dan 

pertolongan orang lain dengan dasar upah dalam bekerja dengan 

demikian bahwa oara makelar sangatlah besar bermanfaat dan 

pengaruhnya dalam bertransaksi terhadap suatu barang yang bernilai 

dengan memasarkan barang hak milik orang lain pada orang lain dengan 

kata lain bahwa makelar adalah salah satu profesi yang menguntungkan 

dalam proses penjualan barang tertentu milik orang lain.
62

 

4. Kewajiban Makelar 

a. Mengadakan buku catatan mengenai tindakannya sebagai makelar. 

Setiap hari catatan ini disalin dalam buku harian dengan keterangan 

yang jelas tentang pihak-pihak yang mengadakan transaksi, 

penyelenggaraan, penyerahan, kualitas, jumlah dan harga serta 

syarat-syarat yang dijanjikan; 

b. Siap sedia tiap saat untuk memberikan kutipan atau ikhtisar dari 

buku-buku itu kepada pihak-pihak yang bersangkutan mengenai 

pembicaraan dan tindakan yang dilakukan dalam hubungan dengan 

transaksi yang diadakan. 
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c. Menyimpan monster sampai barang diserahkan dan diterima.
63

 

5. Hak-Hak Makelar 

a. Hak menahan barang (hak retensi), selama upah ganti ongkos belum 

dibayarkan oleh prinsipalnya. Retensi ialah hak orang yang disuruh 

untuk menahan barang-barang pesuruh yang ada di dalam tangannya 

sampai segala sesuatu dalam hubungansuruhan itu sudah tertagih. 

b. Hak untuk mendapatkan upah dang anti rugi ongkos yang 

dikeluarkannya. Upah makelar disebut: 

1) Provisi oleh prinsipalnya; 

2) Kurtasi oleh makelar yang menerimanya.
64

 

6. Jenis-Jenis Makelar 

a. Makelar Properti 

Makelar properti merupakan istilah keren dari pialang atau 

makelar properti.Makelar properti bertugas menjembatani investor 

atau pembeli dan penjual.Keberadaan makelar properti sangat 

membantu bagi para penjual atau pembeli yang ingin menjual, 

membeli atau menyewa properti yang diinginkan.
65

 Jasa makelar 

properti ditopang oleh sinergi dukungan lima stakeholder utama, 

yaitu pemerintah, perbankan, developher (pengembangan), asosiasi 

dan masyarakat. 
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Menurut Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 33 Tahun 2018 

tentang Perusahaan Perantara Perdagangan Properti tanggal 3 

Agustus 2017, Pemerintah Republik Indonesia telah mengundangkan 

Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 51/M-DAG/PER/7/2017 

tentang Perusahaan Perantara Perdagangan Properti. Peraturan ini 

dibuat mengingat Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 33 Tahun 

2008 tentang Perusahaan Perantara Perdagangan Properti dan 

Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 107 Tahun 2015 tentang 

Perubahan Atas Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 33 Tahun 

2008 sudah tidak sesuai dengan perkembangan usaha perusahaan 

perantara perdagangan properti. Selain itu, penerbitan Peraturan 

Menteri Perdagangan Nomor 51 Tahun 2017 juga bertujuan untuk 

terciptanya iklim persaingan usaha yang sehat dengan para pelaku 

usaha yang professional guna menumbuhkan industri properti. 

Perusahaan perantara perdagangan properti ialah badan usaha, 

baik yang berbadan hukum maupun yang tidak berbadan hukum 

yang didirikan dan berkedudukan di wilayah hukum Negara 

Kesatuan Republik Indonesia yang melakukan kegiatan usaha 

perantaraan jual beli, perantaraan sewa-menyewa, penelitian dan 

pengkajian, pemasaran serta konsultasi dan penyebaran informasi 

yang berkaitan dengan properti berdasarkan perintah pengguna jasa 

yang diatur dalam perjanjian tertulis. Kegiatan usaha perantaraan 

perdagangan properti di wilayah Negara Kesatuan Republik 
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Indonesia hanya dapat dilakukan oleh perusahaan penanaman modal 

dalam neegri dengan opsi untuk bekerjasama dengan perusahaan 

asing melalui sistem waralaba.
66

 

b. Makelar Saham 

Makelar saham identik dengan dunia saham, karena memang 

makelar ini bekerja dalam bidang perdagangan saham atau transaksi 

saham.Maka dari itu, makelar saham memerlukan informasi terkini 

mengenai dunia saham dan pengetahuan yang tinggi dalam dunia 

saham. Jika seorang makelar saham tidak memiliki kemampuan yang 

tinggi dalam dunia saham dan kekurangan cara dalam mendapatkan 

informasi terkini mengenai perdagangan saham saat ini.
67

 

Berdasarkan pekerjaannya, makelar saham selalu membutuhkan 

komunikasi langsung dengan lien mereka.Terlebih lagi makelar 

saham memiliki tanggungjawab yang tinggi dalam setiap pergerakan 

saham dari perusahaan yang mereka tangani.Para makelar saham 

harus sering mendapatkan informasi mengenaik forex atau saham 

forex melalui berbagai media. 

c. Makelar Kendaraan Bekas 

Jual beli kendaraan bekas saat ini terus mengalami peningkatan 

tajam seiring banyaknya konsumen yang menginginkannya.Selain 

harganya yang relative menurun dari waktu ke waktu, kualitas 
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barangnya pun masih layak pakai.Peran makelar di sini ialah 

mencari pembeli dan penjual kendaraan bekas.Makelar membantu 

mempertemukan pembeli dan penjual secara langsung.
68

 Kemudian 

penjual dan pembeli sendirilah yang akan melakukan tawar menawar 

harga. Setelah tercapai kesepakatan, makelar akan mendapatkan 

komisi, baik dari pihak pembeli maupun penjual bergantung pada 

kesepakatan awal. Selain mempertemukan antara penjual dan 

pembeli, makelar kendaraan bekas membantu mengecek konsidi 

kendaraan seperti bodi, dokumen-dokumen kendaraan dan 

pengecekan fisik lainnya. 

d. Makelar Asuransi 

Makelar asuransi ialah suatu badan hukum yang dibentuk dalam 

rangka memenuhi kebutuhan masyarakat akan suatu badan yang 

dapat membantu mereka membeli produk asuransi dan mendampingi 

pada saat terjadi klaim. Dengan berbekal pengetahuan dan 

pengalaman dalam menangani asuransi, makelar akan membantu 

nasabah/tertanggung dalam mengondisikan luas jaminan (insurance 

coverage). Seorang makelar asuransi bisa bekerja sebagai konsultan 

sekaligus partner lembaga asuransi tertentu.
69

 

e. Makelar Promosi dan Biro Iklan 

Makelar jenis ini merupakan perantara yang berada di tengah-

tengah orang yang ingin memasang iklan dan orang yang 
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menyediakan tempat untuk memasangkan iklan.Biro iklan atau yang 

disebut advertising agency juga diartikan sebagai suatu organisasi 

usaha yang memiliki keahlian untuk merancang. Mengoordinasi, 

mengelola dan/atau memajukan merek, pesanan dan.atau komunikasi 

pemasaran untuk dan atas nama pengiklanan dengan memperoleh 

imbalan atas layanan tersebut.
70

 

Peran utama biro iklan ialah merancang dan melaksanakan 

kampanye periklanan bagi para kliennya.Naun, peran biro iklan 

tergantung dari jenis biro iklan itu sendiri.Ada biro iklan yang 

menyediakan semua layanan, ada yang hanya menawarkan media, 

ada yang hanya merancang iklan dan ada pula yang menawarkan 

layanan khusus. 

f. Biro Jodoh 

Biro jodoh atau makelar jodoh merupakan satu bisnis yang bisa 

mendatangkan keuntungan luar biasa, biro jodoh saat ini bukan lagi 

hal tabu karena sudah menjadi semacam kebutuhan tak terelakkan 

bagi para lajang yang terlalu sibuk memikirkan karier.Dengan 

adanya biro jodoh, mereka bisa mendapatkan jodoh yang diinginkan 

dengan mudah.
71

 

7. Makelar Dalam Islam 

Makelar dalam bahasa Arab disebut dengan sebutan Samsarah yang 

artinya perantara perdagangan atau perantara penjual dan pembeli untuk 
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memudahkan jual beli.
72

Al-Simsar (jamak dari al-samsarah) ialah 

perantara antara penjual dan pembeli, atau pedagang perantara yang 

bertindak sebagai penengah antara penjual dan pembeli yang juga dikenal 

sebagai al-dallah.Al-samsarah dari bahasa Arab yang berarti juga tiga 

dallah yang baik yaitu orang yang mahir.Pedagang juga dikatakan al-

samsarah yang pada masa sebelum Islam tetapi Raul menyebut mereka 

al-tujjar.
73

 

Menurut Sayyid Sabiq perantara (simsar) ialah orang yang menjadi 

perantara antara pihak penjual dan pembeli guna melangkahkan transaksi 

jual beli. Dengan adanya peranara maka pihak penjual dan pembeli akan 

lebih mudah dalam bertransaksi baik transaksi berbentuk jasa maupun 

berbentuk barang.
74

 

Menurut Hamzaha Yaktub, samsarah ialah pedagang perantara yang 

berfungsi menjualkan barang orang lain dengan mengambil upah tanpa 

menanggung resiko. Dengan kata lain makelar (samsarah) aialah 

perantara antara biro jasa makelar dengan pihak yang memerlukan jasa 

mereka untuk memudahkan terjadinya transaksi jual beli dengan upah 

yang telah disepakati sebelum terjadinya akad.
75

 

Simsar ialah sebutan bagi orang yang bekerja untuk orang lain 

dengan upah baik untuk keperluan untuk menjual maupun membelikan. 

                                                           
72

Masyfuk Zuhdi, Masailul Fiqhiyyah, (Jakarta: CV. Haji Masagung, 1993), 122. 
73

Abdullah bin Muhammad Ath-Thayyar, et al. Ensiklopedia Fiqh Muamalah dalam 

Pandangan 4 Madzhab, (Yogyakarta: Maktabah al-Hanifah, 2009), 81. 
74

Sayyid Sabiq, Fikih Sunnah 12, (Bandun: PT Al-Ma‟arif, 1987), 15. 
75

Hamzah Yaktub, Kode Etik Dagang Menurut Islam: Pola Pembinaan Hidup dalam 

Berekonomian, (Bandung: CV. Diponegoro, 1992), 269. 



45 

 

Sebutan ini pula layak dipakai untuk orang yang mencarikan 

(menunjukkan) orang lain sebagai partnernya sehingga simsar tersebut 

mendapat komisi dari orang lain yang menjadi partnernya. Al-simsar juga 

disebut dengan dallah (petunjuk). 

Berdasarkan pengertian di atas, dapat ditarik kesimpulan bahwa 

samsarah ialah perantara antara biro jasa (makelar) dengan pihak yang 

memerlukan jasa mereka (produsen, pemilik barang), untuk memudahkan 

terjadinya transaksi jual beli dengan upah atau provisi yang telah 

disepakati sebelum tejadinya akad kerjasama. 

8. Hubungan Makelar dengan Showroom  

Hubungan Makelar dengan Showroom adalah bentuk kerjasama 

dengan menentukan akad di awal dengan menentukan harga mobil 

yang ingin di pasarkan melalui media ataupun secara langsung adapun 

berkaitan dengan pihak showroom mendapatkan keuntungan karena 

mobil yang di pasatkan melalui makelar cepat terjual atau pun cepat 

mendapatkan keuntungan.  

C. UPAH 

1. Pengertian Upah 

Upah menurut etimologi berarti imbalan atas pengganti. Sedangkan 

menurut terminologi yaitu mengambil manfaat tenaga orang lain dengan 

jalan memberi ganti atau imbalan menurut syarat-syarat tertentu.
76

 Upah 

dalam bahasa Arab disebut dengan sebutan al-ujrah. Dari segi bahasa al-
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ajru yang berarti „iwad (ganti) kata al-ujrah atau al-ajru yang menurut 

bahasa berarti al-iwad (ganti), dengan kata lain imbalan yang diberikan 

sebagai upah atau ganti suatu perbuatan.
77

Ujrah terbagi menjadi dua, 

yaitu: 

a. Ujrah Al-Misli yaitu upah yang distandarkan dengan kebiasaan suatu 

tempat atau daerah. 

b. Ujrah Samsarah yaitu fee yang diambil dari harga objek transaksi 

atau pelayanan sebagai upah atau imbalan. 

Pengertian upah dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) yaitu 

uang dan sebagainya yang dibayarkan sebagai pembalasan jasa atau 

sebagai pembayaran tenaga yang sudah dilakukan untuk mengerjakan 

sesuatu.
78

 

Upah adalah harga yang dibayarkan pekerja atas jasanya dalam 

produksi kekayaan, seperti faktor produksi lainnya, tenaga kerja diberi 

imbalan atas jasanya, dengan kata lain upah merupakan harga dari tenaga 

yang dibayarkan atas jasanya dalam produksi.
79

 

Para ahli berbeda-beda mendefinisikan ujrah di antaranya sebagai 

berikut:
80

 

a. Menurut Hanafiyah 

فَعَةٍ مَعْلُوْمَةٍمَقْصُوْدَةٍمِنَالْعَيِْْ الْمُسْتَأْجِرَةِ بعَِوْضٍ   عُقْدٌيفِيْدُتََلِْيْكُمَن ْ
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Artinya“Akad untuk membolehkan pemilikan manfaaat yang 

diketahui dan disengaja dari suatu zat yang disewa dengan 

imbalan”. 

 

b. Menurut Malikiyah 

قُوْلَْنِ  فَعَةِ الَْدَمِيِّ وَبَ عْضِ الْمَن ْ  تَسْمِيَةُ التَ عَا قُدِعَليَ مَن ْ
 

Artinya“Nama bagi akad-akad untuk kemanfaatan yang bersifat 

manusiawi dan untuk sebagian yang dapat dipindahkan”. 

c. Menurut Syaikh Syihab Al-Din dan Syaikh Umairah 

فَعَةٍمَعْلُوْمَةٍمَقْصُدَةٍقاَبلَِةٌللِْبَذْلِوَالِْباَحَةِبعِِوَضِ وَضْعًا عُقْدُعَلَ   مَن ْ
 

Artinya“Akad atas manfaat yang diketahui dan disengaja untuk 

memberi dan membolehkan dengan imbalan yang diketahui ketika 

itu”. 

d. Menurut Muhammad Al-Syarbini Al-Khatib 

فَعَةٍ بعِِوَضٍ بِشُرُوْطٍ   تََلِْكُ مَن ْ
Artinya“Pemilihan manfaat dengan adanya imbalan dan syarat-

syarat”. 

e. Menurut Sayyid Sabiq 

“Ujrah adalah suatu jenis akad untuk mengambil manfaat dengan 

jalan pengganian”. 

f. Menurut Hasbi Ash-Shiddiqie 

ةٍمَُْدُوْدَةٍأيْ تََلِْيْكُهَابعِِوَضٍ  فَعَةِالشَيْءِبِدَُّ عُقْدُمَوْضُوْعَةُ الْمُبَادَلَةِعَلَيْ مَن ْ
 فَهِيَ بَ يْعُ الْمَنَا فِعِ 
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Artinya“Akad yang objeknya ialah penukaran manfaat untuk masa 

tertentu, yaitu pemilikan manfaat dengan imbalan, sama dengan 

menjual manfaat”. 

g. Menurut Idris Ahmad 

“Upah adalah mengambil manfaat tenaga orang lain dengan 

mengambil jalan memberi ganti menurut syarat-syarat tertentu”. 

h. Menurut Nurismansyah Haribuan 

“Upah adalah segala macam bentuk penghasilan yang diterima buruh 

(pekerja) baik berupa uang ataupun barang dalam jangka waktu 

tertetu pada suatu kegiatan ekonomi”. 

Islam juga mengatur tentang persyaratan upah (ujrah) di antaranya 

sebagai berikut: 

a. Upah tersebut berupa harta yang diketahui dan harus dinyataan 

secara jelas karena akan mengandung unsur jihalah (ketidakjelasan). 

hal ini sudah menjadi kesepakata para Ulama. Akan tetapi, Ulama 

Malikiyyah menetapkan keabsahan ujrah tersebut sepanjang ukuran 

upah yang dimaksudkan dapat diketahui berdasarkan adat kebiasaan. 

b. Upah harus berbeda dengan jenis objeknya, mengupah suatu 

pekerjaan yang serupa seperti menyewa tempat tinggal, pelayan 

dengan pelayanan. hal ini menurut Hanafi hukumnya tidak sah dan 

dpaat mengantarkan para praktik riba‟.
81
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Berdasarkan uraian tersebut, para Ulama fiqh memperbolehkan 

mengambil upah sebagai imbalan dari pekerjaannya, karena hal itu 

merupakan hak dari pekerja untuk mendapatkan upah yang layak mereka 

terima. Upah yang sepadan ditentukan oleh jumlah nilai yang disebutkan 

dan disepakati oleh kedua belah pihak pada saat pembelian jasa, tujuan 

dasarnya ialah untuk menjaga kepentingan kedua belah pihak. Pemberi 

kerja dan pekerja terpelihara dari eksploitasi satu sama lain. Dengan 

begitu jika ingin menetapkan tariff upah atas kedua belah pihak 

melakukan transaksi pembelian jasa, tetapi belum menentukan jumlah 

upah yang disepakati maka mereka harus menentukan upah yang wajar 

sesuai dengan pekerjaannya.
82

 

Adapun tujuan dari ditetapkannya tarif upah (ujrah) yang sepadan 

yaitu untuk menjaga kepentingan kedua belah pihak, baik pekerja 

maupun pengusaha dan menghindarkan adanya unsur eksploitasi di 

dalam setiap transaksi bisnis. Dengan demikian melalui tarif upah yang 

sepadan setiap perselisihan yang terjadi dalam transaksi jual beli jasa 

akan dapat terselesaikan secara adil. Dapat disimpulkan bahwa 

penghasilan dari upah dalam kondisi normal ditentukan oleh tawar 

menawar kedua belah pihak yaitu antara pemberi kerja dan penerima 

kerja.
83

 Dijelaskan terkait penetapan upah harus ditetapkan di awal 

sebagaimana Rasulullah SAW bersabda yang berbunyi: 
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 عَنْ اَبِِ سَعِيْدُقاَلَعَنِ الحَْسَنِ انََّوُ كَرَهُ انَْ يَّسْتَاًجَرَالرَّجُلَ حَتََّّ يَ عْلِمَوُ اَجْرَهُ 
Artinya: “Sesungguhnya Rasulullah SAW membenci mengupah (pekerja) 

kecuali sudah jelas upah baginya” (HR. An-Nasa‟i)
84

 

حَدِثْ نَاابَُ وكَْامَلُ حَدِثْ نَاحََاَدُعَنْ حََاَدُعَنْ ابِْ راَىِيْمُ عَنْ ابَِيْْ سَعِيْدُ الخدُُريِْ 
ُ لَوُ اَجْرَهُ وَعَنِ انََّ النَّبِِِّ صَلَى اللهُ عَلَيْوِ وَسَلَّمَ عَنْ اِسْتَئْجَاراِلَْْجِيْْحَِتََّّ   يُ بَ يِّْ

 ﴾رواه لأحَاد﴿النَّجَشِ وَاللَِّمَسُ وَالقَِاءِالَحجَرَ 
Artinya: “Dari Abu Sa‟id berkata; Rasulullah SAW melarang seorang 

buruh minta upah sehingga lebih dahulu ia harus menerangkan (jenis) 

upahnya itu dan (rasul melarang) jualan najsy (menyuruh orang lain 

untuk memuji barang dagangannya laku) sentuhan dan melempar batu”. 

(HR. Ahmad)
85

 

 

Berdasarkan hadist di atas, Wahbah Az-Zuhaili menyatakan bahwa 

upah disyaratkan harus berupa harta yang dapat diketahui keberadaannya 

dan tidak boleh sejenis dengan barang manfaat dengan ijarah  seperti 

menyewa rumah untuk ditempati dengan upah secara sewa menempati 

rumah lainnya atau mengupah suatu pekerjaan yang serupa. 

Berdasarkan ketentuan dan hadist di atas, maka dapat disimpulkan 

bahwa pada dasarnya persoalan upah bukan hanya persoalan yang 

berhubungan dengan uang dan keuntungan. Akan tetapi lebih ke pada 

persoalan bagaiana kita memahami dan menghargai sesama saling 

membantu dan tolong-menolong antara yang satu dengan yang lainnya.
86
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Hubungan kerja menurut Islam pada dasarnya merupakan suatu kerja 

sama yang saling menguntungkan dalam rangka upaya meningkatkan 

taraf hidup bersama baik bagi pengusaha atau pekerja. Oleh karena itu, 

tidak dibenarkan adanya pemaksaan untuk melakukan suatu pekerjaan di 

luar ketentuan batas waktu kerja yang telah diatur pemerintah. Namun 

jika suatu perusahaan membutuhkan tenaga seorang pekerja diluar waktu 

yang telah ditentukan, maka berdasarkan hadits di atas seorang 

pengusaha harus membantu pekerja tersebut dengan menambah upah 

yang biasanya ia terima.
87

 

Mengenai penyerahan upah, secara terperinci dalam Islam telah 

memberikan pedoman yaitu selesainya pekerjaan dan mempercepat 

dalam bentuk pelayanan atau kesepakatan kedua belah pihak sesuai 

dengan syarat yaitu mempercepat pembayaan upah pekerja jika dalam 

akad tidak terdapat kesepakatan mempercepat atau menangguhkan, 

sekiranya upah itu bersifat dikaitkan dengan waktu tertentu atau wajib 

dipenuhi sesudah berakhirnya masa tersebut. Misalnya orang yang 

menyewa suatu rumah untuk selama satu bulan, kemudian masa satu 

bulan telah berlalu, maka ia wajib membayar sewaan.  

Berdasarkan prinsip keadilan upah dalam masyarakat Islam 

ditetapkan melalui negosiasi antar pekerja pengusaha dan negara serta 

pemerintah mempunyai peran penting dalam penetapan upah agar di 

antara pihak tidak terjadi penganiayaan. Dalam Islam dijelaskan bahwa 
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antar pekerja dan pengusaha dilarang berbuat aniaya, karen keadilan 

mereka harus ditegakkan. Pengusaha harus membayar pekerja dengn 

bagian yang seharusnya mereka terima sesuai dengan kerjanya begitu 

juga pekerja dilarang memaksa pengusaha untuk membayar melebihi 

kemampuannya dalam pelaksanaan pemberian upah yang merupakan hak 

pekerja. 

Mengenai perkiraan upah Taqiyudin An-Nabhani menyatakan bahwa 

dalam memperkirakan upah hendaknya tidak dikaitkan dengan harga-

harga barang atau biaya dalam berproduksi karena upah dengan harga itu 

sendiri merupakan dua permasalahan yang berbeda dan berangkat dari 

adanya jual beli, sedangkan upah berangkat dari ijarah dan juga karena 

upah itu merupakan kompensasi dari jasa pekerjaan yang disesuaikan 

dengan nilai kegunannya selama upah tersebut ditentukan di antara 

keduanya. Di samping itu pula, untuk mennetukan upah berdasarkan 

harga atau sebaliknya akan mengakibatkan seorang pekerja bisa 

mengendalikan seorang pemberi pekerja dengan menaikkan atau 

menurunkan upah seenaknya sendiri dengan alasan turun dan naiknya 

harga. Di lain pihak tidak bisa diklaim bahwa pemaksaan seorang 

pemberi kerja pada saat memberikan upah yang telah ditentukan dalam 

kondisi menurunnya harga barang yang telah dihasilkan akan 

menyebabkan keluarnya seorang pekerja yang terjadi ketika barang 

dipasaran decara keseluruhan. Dalam penentuan upah nilai kemanusiaan 

yang harus di junjung tinggi ini meliputi nilai kesejahteraan, kerjsama 
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dan tolog menolong, keinginan untuk menciptakan harmoni sosial tingkat 

market wage padadasarnya bersifat objektif, sementara nilai manusia 

bersifat subjektif. Jadi tingkat upah yang Islami akan ditentukan 

berdasarkan fakto objektif dan subjektif. 

2. Dasar Hukum Upah 

Terdapat beberapa rujukan sumber hukum Islam dalam 

menyelesaikan berbagai macam masalah yang ada, yaitu dengan al-

Qur‟an dan as-Sunnah sebagai landasan hukum Islam di samping itu 

masih ada rujukan lainnya yaitu ijma‟ dan Qiyas.Akan tetapi, al-

Qur‟anlah yang menjadi rujukan yang paling utama begitu juga dalam 

pengupahan. Berikut beberapa dasar hukum pengupahan yang telah 

penulis temukan dalam beberapa literasi yang tersedia: 

a. Al-Qur’an 

1) QS. Ath-Thalaq : 6 

88…فإَِنْ أرَْضَعْنَ لَكُمْ فآَتوُىُنَّ أُجُورَىُنَّ …
 

Artinya :“Kemudian jika mereka menyusukan (anak-anak)mu 

untukmu maka berikanlah kepada mereka upahnya”.
89

 

Ayat ini menjadi salah satu dasar hukum adanya sistem sewa 

menyewa dalam hukum Islam, seperti yang telah diterangkan 

dalam ayat ini bahwa setiap orang dapat menyewa orang lain 
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guna menyusui anaknya dan tentu saja ayat tersebut berlaku 

umum terhadap segala bentuk sewa menyewa.
90

 

2) QS. Al-Jaasiyah : 22 

                 

            

 

Artinya “Dan Allah SWT menciptakan langit dan bumi dengan 

tujuan yang benar dan agar dibatasi tiap-tiap diri terhadap apa 

yang dikerjakannya, dan mereka tidak akan dirugikan”.
91

 

 
Ayat di atas menjelaskan bahwa apa saja yang dilakukan oleh setiap 

manusia akan mendapatkan balasan yang setimpal dengan apa 

yang ia kerjakan tanpa adanya kerugian yang mereka terima dan 

ayat ini menjelaskan tentang upah yang akan diterima 

berdasarkan apa yang sudah dikerjakan dalam proses produksi.
92

 

3) QS. Al-Ahqaf : 19 

                      

Artinya “Dan setiap orang memperoleh tingkatan sesuai dengan 

apa yang telah mereka kerjakan dan agar Allah SWT 

mencukupkan balasan perbuatan ereka dan mereka tidak 

dirugikan”.
93
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Quraish Shihab dalam kitabnya Tafsir Al-Misbah menafsirkan 

QS. Al-Ahqaf Ayat 19 ini yiatu masing-masing orang muslim 

dan kafir akan mendapatkan kedudukan yang sesuai dengan apa 

yang ia laukan. Itu semua agar Allah SWT menunjukkan 

keadilan-Nya kepada mereka dan memenuhi balasan amal 

perbuatan mereka tanpa dicurangi sedikitpun karena mereka 

berhak menerima balasan yang telah ditentukan untuknya.
94

 

b. As-Sunnah 

1) Dalam riwayat Ibnu Majah, Nabi Muhammad SAW bersabda: 

فَّ عَرَقوُُ  رَأَجْرَهُ قَ بْلَ أَنْ يََِ  ﴾رواه ابنو ماجاه﴿أعُْطوُْاالْأَجِي ْ
Artinya “Berikanlah olehmu upah orang bayaran sebelum 

keringatnya kering”. (HR. Ibnu Majah dari Ibnu Umar)
95

 

Maksud dari hadits ini yaitu bersegeralah menunaikan hak para 

pekerja setelah pekerjaannya selesai dan larang untuk menunda-

nunda pemberian gaji kepada karyawan, karena hal itu 

merupakan suatu bentuk kedzaliman.
96

 

2) Dalam riwayat Bukhari dan Muslim pemberian upah atas tukang 

bekam dibolehkan, sehingga mengupah atas jasa pengobatan 

pun juga diperbolehkan seperti: 

امَ أَجْرَهُ   ﴾رواه البخري و مسلم﴿اِحْتَجِمْ وَاعْطِ الحُْجَّ
                                                           

94
Quraish Shihab, Tafsir Al-Misbah: Kesan Dan Keserasian Al-Qur‟an, (Jakarta: Lentera 

Hati, 2002), 215. 
95

Abi Bakar Ahmad bin Husain Al-Baihaqi, Sunna Qubra, Juz VI, (Beirut: Darul Kitab. 

Tt), 198. 
96

Rahmat Syafi‟i, Fiqh Muamalah, 112. 



56 

 

Artinya “Berbekamlah kamu, kemudian berikanlah upah kepada 

tukang bekam tersebut”. (HR. Bukhari dan Muslim dari Ibnu 

Abbas)
97

 

 

3) Dalam riwayat Ahmad, Abu Daus dan An-Nasa‟i, Nabi 

Muhammad SAW bersabda : 

وَافِْ مِنَالزَ  رعِْ فَ نَ هَى رَسُوْلُ الِله كُنَّانُكْرىِ الَْْرْضَ بِاَعَلَى السِّ
صَلَى الُله عَلَيْوِ وَسَلَّمَ عَنْ ذَلِكَ وَامََرَناَانَْ نُكْريَِ هَابِذَىَبٍ 

 ﴾أحَد و أبو داوسرواه ﴿اوَْوَرَقٍ 
Artinya “Dahulu kami menyewa tanah dengan jalan membayar 

dari tanaman yang tumbuh. Lalu Rasulullah SAW melarang 

kami cara itu dan memerintahkan kami agar membayarnya 

dengan uang emas atau perak”. (HR.Ahmad dan Abu Daus)
98

 

 

c. Ijma’ 

Umat Islam pada masa sahabat telah berijma‟ ahwa ijarah 

dibolehkan sebab bermanfaat bagi manusia. Segala sesuatu yang 

dapat mendatangkan manfaat, maka pekerjaan itu menjadi baik dan 

halal.para ulama tak seorang pun yang membantah kesepakatan 

ijma‟ ini. Sebagaimana diungkapkan Sayyid Sabiq:  Dan atas 

disyari‟atkannya sewa menyewa umta Islam telah sepakat dan tidak 

sanggup (serius) pendapat orang yang berbeda dengan kesepakatan 

ijma‟ para ulama ini karena al-Ijarah merupakan akad pemindahan 

                                                           
97

Al Bukhari, Muhammad bin Ismail Abu Abdillah, Shahih Bukhari, Juz II, (Beirut: Dar 

Ibn Kasir, 1987), 232. 
98

Ibn Hajar As Qalani, Bulughul Maram Terjemahan Moh Ismail, (Surabaya: Putra Al-

Ma‟arif, 1992), 476. 



57 

 

hak guna atas barang atau jasa melalui pembayaran upah sewa tanpa 

diikuti dengan pemindahan kepemilikan atas barang itu sendiri.
99

 

3. Rukun dan Syarat Upah 

Rukun merupakan suatu unsur yang membetuk sesuatu sehingga 

sesuatu itu terwujud karena adanya unsur-unsur tersebut yang 

membentuknya.
100

 Sedangkan yang dinamakan syarat adalah sesuatu 

yang harus ada sebelum sesuatu itu dilakukan atau dibentuk. Menurut 

Hanafiah rukun ijarah hanya ada satu yaitu ijab dan Kabul, yakni 

pernyataan dari orang yang menyewakan. Lafal yang digunakan adalah 

al-ijarah, al-isti‟jar al-iktira‟ dan al-ikra‟. 

Adapun menurut ulama kontemporer rukun yang membentuk ada 4 

(empat) yaitu: 

1) „Aqid, Mu‟ajir dan Musta‟jir yaitu orang yang melakukan akad sewa 

menyewa atau upah-mengupah. Mu‟ajir adalah orang yang 

menerima upah dan yang menyewakan. Musta‟jir adalah orang yang 

menerima upah untuk melakukan sesuatu dan yang menyewa sesuatu 

disyaratkan pada mu‟ajir dan musta‟jir adalah balig, berakal, cakap 

melakukan tasharuf (mengendalikan harta) dan saling meridhoi. 

Allah SWT berfirman: 
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        َالله ﴿ ّالن
 ﴾۰۲ساء : 

Artinya “Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling 

memakan harta sesamamu dengan jalan yang bathil, kecuali dengan 

jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama suka antara kamu. 

Dan janganlah kamu membunuh dirimu, sesungguhnya Allah SWT 

adalah Maha Penyanyang kepadamu”. (QS. An-Nisa: 29)
101

 

Bagi orang-orang yang berakad ijarah disyariatkan juga mengetahui 

manfaat barang yang diakadkan dengan sempurna, sehingga dapat 

mencegah terjadinya perselisihan. 

2) Shighat (ijab dan kabul) antara mu‟ajir dan musta‟jir ijab kabul 

sewa-menyewa dan upah-mengupah. ijab kabul sewa-

menyewa.misalnya: “Aku sewakan mobil pribadiku kepadamu setiap 

harinya sebesar Rp.85.000,-” maka musta‟jir menjawab “Aku terima 

sewa mobil pribadimu dengan harga tersebut setiap harinya”. 

Adapun ijab kabul upah-mengupah, misalnya: “Kuserahkan 

perkebunanku kepadamu untuk dicangkuli dengan upah setiap 

harinya sebesar Rp.35.000,-” kemudian musta‟jir menjawab “Aku 

akan kerjakan pekerjaan iu sesuai dengan apa yang engkau 

ucapkan”. 

3) Upah (Ujrah) harus diketahui jumlahnya oleh kedua belah pihak, 

baik dalam sewa-menyewa maupun dalam upah-mengupah. 
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4) Barang yang disewakan atau sesuatu yang dikerjakan dalam upah-

mengupah mempunyai beberapa sayarat seperti: 

a) Hendaklah barang yang menjadi objek akad sewa-menyewa dan 

upah-mengupah dapat dimanfaatkan kegunaannya. 

b) Hendaklah benda-benda yang objek akad sewa-menyewa dan 

upah-mengupah dapat diserahkan kepada penyewa dan pekerja 

berikut kegunaannya (khusus dalam sewa-menyewa). 

c) Manfaat dari benda yang disewakan adalah perkara yang mubah 

(boleh) menurut syara‟ bukan hal yang dilarang (haram). 

d) Benda yang disewakan disyaratkan kekal „ain (dzat)-nya hingga 

waktu yang ditentkan menurut perjanjian akad.
102

 

Rasulullah SAW sendiri diriwayatkan pernah meminta orang Yahudi 

sebagai penulis dan penerjemah. Beliau juga pernah meminta orang 

musyrik sebagai penunjuk jalan. Ali bin Abi Thalib diminta oleh orang 

Yahudi untuk menyirami kebun dengan upah tiap satu timba sebutir 

kurma.
103

 

4. Macam-Macam Upah 

Macam-macam upah dalam fiqh muamalah dapat diklasifikasikan 

menjadi 2 macam yaitu: 

a. Upah yang disebutkan (ajrun musammah) adalah upah yang sudah 

disebutkan itu syaratnya ketika disebutkan harus disertai kerelaan 

kedua belah pihak yang berakad. 
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b. Upah yang sepadan (ajrun mitsli) adalah upah yang sepadan dengan 

kerjanya dan sepadan dengan kondisi pekerjaannya baik sepadan 

dengan jasa kerja maupun sepadan dengan pekerjaannya saja. 

Upah atau Ujrah jika dilihat dari segi objeknya, akad ijarah di bagi 

menjadi 2 macam, yaitu: 

a. Al-ijarah ala al-manfa‟ah, misalnya sewa-menyewa rumah, 

kendaraan, pakaian dan perhiasan. Dalam hal ini mu‟ajir mempunyai 

benda-benda tertentu dan musta‟jir butuh benda tersebut kemudian 

terjadi kesepakatan antara keduanya, di mana mu‟ajir mendapat 

imbalan tertentu dari musta‟jir. Dan musta‟jir mendapatkan manfaat 

dari benda tersebut. Apabila manfaat itu yang diperbolehkan syara‟ 

untuk digunakan maka para ulama fiqih sepakat menyatakan boleh 

dijadikan akad sewa-menyewa. 

b. Ijarah ala al-a‟mal adalah dengan cara mempekerjakan seorang 

untuk melakukan suatu pekerjaan. Ijarah seperti ini menurut ulama 

fiqih hukumnya boleh apabila jenis pekerjaan itu jelas, seperti buruh 

bangunan, tukang jahit, buruh pabrik dan buruh tani. Mu‟ajir adalah 

orang yang mempunyai keahlian, tenaga, jasa dan lain-lain. 

Kemudian musta‟jir adalah pihak yang membutuhkan keahlian, 

tenaga atau jasatersebut dengan imbalan tertentu. Mu‟ajir mendapatk 

upah atas tenaga yang dikeluarkan untuk musta‟jir mendapatkan 
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tenaga atau jasa dari musta‟jir.
104

 Upah-mengupah atau ijarah ala al-

a‟mal yakni jual beli jasa, biasanya berlaku dalam beberapa hal 

seperti menjahit pakaian, membangun rumah dan lain-lainnya. ijarah 

ala al-a‟mal terbagi 2 (dua), yaitu: 

1) Ijarah khusus, yaitu ijarah yang dilakukan seorang pekerja. 

Hukum orang yang bekerja itu tidak boleh bekerja selain dengan 

orang yang telah memberinya upah. Contoh: X mempekerjakan 

Y, jadi selama Y bekerja di tempat X dengan kesepakatan yang 

telah ditentukan, maka Y tidak boleh menerima pekerjaan dari 

orang lain selama pekerjaan Y belum selesai. Dalam arti lain 

Ijarah khusus ini mengikat seseorang agar tidak menerima 

pekerjaan lain sampai jangka waktu habis yang telah ditentukan 

oleh kedua belah pihak. 

2) Ijarah musytarik, yaitu ijarah yang dilakukan secara bersama-

sama atau melalui kerjasama. Hukumnya diperbolehkan 

kerjasama dengan orang lain. Contohnya: X dan 8 orang 

saudaranya menerima pekerjaan dari Y untuk menggali sumur. 

Maka selama X dan 8 saudaranya bekerja di tempat Y ada orang 

lain menyuruh X untuk membenarkan kipas anginnya  yang 

rusak, maka X boleh menerima pekerjaannya tersebut. 
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5. Sistem Upah Makelar 

Berdasarkan Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), makelar 

memiliki 2 (dua) arti, yaitu makelar perantara perdagangan (antara 

pembeli dan penjual) dan orang yang menjualkan barang atau 

mencarikan pembeli atau disebut pialang. Dan arti yang berikutnya yaitu 

orang atau badan hukum yang berjual beli sekuritas atau barang untuk 

orang lain atas dasar komisi. Sedangkan menurut Zuhdi makelar berasal 

dari bahasa Arabm yaitu samsarah yang artinya perantara perdagangan 

untuk memudahkan kegiatan jual beli.
105

 

Lebih detail dan luas, Mujtaba mendefisinian makelar sebagai 

pedagang perantara yang bertugas menjualkan barang orang lain dengan 

mengambil upah atau mencari keuntungan sendiri tanpa menanggung 

resiko.
106

Pada zaman sekarang ini banyak yang disibukkan dengana 

pekerjaan masing masing masing.Sehingga tidak ada waktu untuk 

menjualkan barangnya atau mencari barang yang diperlukannya. Ada 

pula orang yang waktunya lapang, tidak sibuk  namun tidak mempunyai 

keahlian untuk memasarkan (menjualkan) barangnya, atau tidak tahu 

bagaimana cara memperoleh barang yang diperlukannya. Istilah makelar 

sendiri sudah sangat akrab ditelinga masyarakat, bahkan masyarakat 

tradisional sekalipun.Sebab, istilah tersebut dipakai untuk perantara jual 

beli.
107
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Sistem perdagangan atau jual beli dalam realitasnya sering kali ada 

perantara, yaitu seseorang yang menjualkan barang orang lain atas dasar 

upah dari yang punya barang sesuai dengan usaha yang telah 

dilakukannya.
108

Makelar (samsarah) yaitu perantara persaingan 

perdagngan (orang yang menjualkan barangatau mencarikan pembeli), 

atau perantara antara penjual dan pembeli untuk memudahkan jual beli. 

Akad dengan perantara (makelar) juga sah. Karena selain dengan 

lisan dan tulisan,  akad juga dapat dilakukan dengan perantaraan utusan 

kedua belah pihak yang berakal, dengan syarat : si utusan dari satu pihak 

menghadap kepada kepada pihak lainnya. Jika tercapai kesepakatan antar 

keduanya akadnya sudah menjadi sah.
109

 

Untuk memudahkan kesulitan yang dihadapi, pada saat ini ada orang 

yang profesinya khsusus menangani hal-hal yang dikemukakan 

diatas.Ada yang bersifat perorangan dan merupakan biro jasa menangani 

beberapa kegiatan.Dalam persoalan ini, kedua belah pihak mendapat 

manfaat.Bagi  makelar (perantara) atau biro jasa mendapat lapangan 

pekerjaan dan uang jasa dari hasil pekerjaanya itu. Demikian juga orang 

yang memerlukan jasa mereka, mendapat kemudahan, karena ditangani 

oleh orang yang mengerti betul dalam bidang-nya. Pekerjaan semacam 

ini, mengandung  unsur tolong menolong yangsaling menguntungkan. 

Demikian juga imbalan jasanya harus ditetapkan bersama terlebih 

dahulu, apalagi nilainya dalam jumlah yang besar. Hal ini berdasarkan 
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hadits hadits Sa‟id al-Khudri yang menyatakan “ bahwasanya Rasulullah 

Shallallu‟Alaihi Wasallam melarang seseorang menyewa seprang pekerja 

sampai menjelaskan jumlah upahnya
110

 

Wakil itu diperbolehkan diberi upah, namun besar kecilnya upah 

harus ditentukan dari jenis pekerjaann yang akan dikerjakan oleh wakil 

atau berdasarkan prosentase harga penjualan. Al-Bukhari mengatakan 

dalam kitab shahihnya bahwa Ibn Sirin, „atha‟, Ibrahim dan al-Hasan 

menganggap tidak salah jika seorang wakil itu mengambil upah.Dengan 

begitu Ibnu Abbas pula mengatakan bahwa tidak ada salahnya jika 

pemberi kuasa berkata kepada penerima kuasa atau wakil, “juallah 

pakaianku ini dengan harga sekian, adapun lebihnya atau jika ada 

lebihnya, maka ambillah untukmu”.Kemudian Ibnu Sirin pula berkata 

jika pemberi kuasa berkata kepada penerima kuasa, “juallah barangku 

dengan harga sekian, sedang keuntungannya untukmu” atau Ia berkata 

“keuntungannya bagi dua”, maka hal semacam itu dipandang tidak 

berdosa.
111

 

D. SAMSARAH 

1. Pengertian Samsarah  

Dalam bahasa Arab, istilah perantara dalam bisnis (makelar)  disebut  

dengan  simsdr  dan kerja  makelar  disebut samsdrah/simsdrah, 

Samsdrah pada mulanya berarti orang yang membantu menjualkan  
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gandum dari petani  untuk orang-orang. Tapi, samsdrah berubah arti 

yang dipahami sebagai suatu cara untuk memperoleh harta dengan 

bekerja untuk orang lain dengan upah, baik itu untuk keperluan menjual 

maupun membelikan." Larangan samsdrah dalam pemahaman Ibn 

'Abbas kemudiannya bisa dipahami dari beberapa perkataan hadis.!"  

Pada masa Nabi saw.   samsdrah   ternyata   juga    digunakan   untuk   

menyebut pekerjaan penerjemah bahasa asing dalam konteks untuk 

kepentingan dakwah di daerah Baghdad."  Bahkan, dalam sebuah buku 

juga  dijelaskan bahwa  istilah  samsdrah juga  digunakan untuk menyebut 

perkataan "mak comblang" .19 

Secara umum, para ulama memandang bahwa samsdrah itu halal. 

Sebab pelakunya dinilai berjasa dalam menjualkan atau membelikan barang 

kepada/untuk pihak lain. Bila tidak ada simsdr,  bisa jadi  barang  itu tidak  

laku-laku terjual.  Samsdrah termasuk dalam kategori bekerja yang bisa 

dipergunakan untuk memiliki harta  secara sah menurut syara'  sebagaimana 

firman Allah dalam Sarah Yusuf ayat 72: 

                          

Artinya : Penyeru-penyeru  itu berkata:  ''Kami kehilangan piala  raja, 

dan siapa yang  dapat mengembalikannya akan memperoleh bahan  

makanan  (seberat)  beban  unta,  dan Aku  menjamin terhadapnya 

Pekerjaan samsdrah, baik berupa makelar, distributor, agen dan sebagainya 

dalam fiqih Islam termasuk ke dalam akad ijdrah, yaitu  suatu transaksi 

memanfaatkan jasa  orang dengan imbalan. Bagaimanapun, ulama berbeda 

pendapat tentang hal ini. Ibnu 'Umar, Thalhah, Abu Hurairah, Anas, 'Umar 
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bin 'Abd al'Aziz, Malik, Laits, dan Syafi'i menilai jasa ini sebagai makruh. 

al-Kharkhiy  sendiri  yang  mengatakan jasa  ini  sebagai  haram dengan 

jelasnya  perkataan  larangan  dalam  hadis.  Ahmad  bin Hambal  membolehkan   

jasa  ini meskipun   terdapat  dalil  larangan. Beliau   mengatakan   bahwa   larangan   

tersebut   berlaku   pada   saat awal  Islam  di mana  suasana  ketika  itu  sangat  tidak  

bagus  dalam hal   pemiagaan    dan harga."   Pada  dasamya,  para  ulama  lain 

seperti Ibnu 'Abbas, Imam al-Bukhariy, Ibnu Sirin, 'AtM'  juga memandang 

bolehjasa  ini." Hal ini dengan ketentuan, bahwa: 

1. Perjanjian mesti jelas antara kedua belah pihak. (QS. al-Nisti', 

4: 29) 

2.  Objek akad yang di-samsarah-kan bisa diketahui manfaatnya 

secara nyata dan dapat diserahkan. 

3.  Objek   akad   bukan   hal-hal   yang   maksiat   atau   haram. 

Distributor  dan perusahaan  harus jujur,  ikhlas,  transparan, 

tidak menipu dan tidak menjalankan bisnis yang haram dan 

syubhat.f 

Terdapat dua bentuk kerja samsdrah yang dilarang dalam hadis, yaitu pertama, 

menjemput makanan yang dijual orang kampung di saat mereka tidak tahu 

bahwa makanan tersebut sangat diperlukan orang banyak. Penjemputan 

makanan dengan harapan  dapat tambahan jumlah  makanan secara lebih 

banyak. Kedua,  menjemput  barang  dagangan  orang  kampung  di  saat orang 

kampung tidak mengetahui terjadinya perubahan harga di kota. Prinsip 
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dilarangnya samsdrah seperti ini oleh madzhab Hanafi adalah karena 

membahayakan warga. Jika unsur membahayakan  ini  tidak  ada,  bagi  

madzhab  tersebut  tidak masalah melakukan samsdrah. Mazhab ini 

menyebut samsdrah antar  negara  dengan  istilah  talaqqfy al-jalab dengan 

prmsip pelaksanaan   dan   hukum   yang   sama   dengan   samsdrah." 

Biasanya, pelaku perantaraan haram akan melihat situasi sebelum melakukan 

samsdrah, yaitu apakah para petani sedang kesulitan air untuk mengairi sawah 

atau sedang membutuhkan uang untuk keperluan hidup yang sedang susah. 

Selain itu ditambah pula oleh sifatnya yang tamak akan harga murah dan 

kekaaa 

Boleh memanfaatkan jasa samsdrah dengan pola setiap ia 

membelikan  satu baju  ia mendapat bagian  seribu umpamanya, 

asalkan   harga   baju   sudah   dipastikan.   Boleh  juga   berbuat 

demikian  ketika  ia  menjualkannya."   Menurut  Ahmad,  boleh 

memanfaatkan jasa  samsdrah untuk jangka  waktu tertentu dan 

pekerjaan  tertentu.  Jika  tidak  ditetapkan  waktu,  boleh  dalam 

pekerjaan  tertentu dan upah tertentu,  seperti beli baju  tertentu 

dengan harga tertentu  dan upah tertentu pula. Menurut beliau, jika 

setiap baju bermacam-macam harganya, semestinya upahnya pun  

berbeda-beda.  Ibnu Mundzir  dan  Abu  Tsaur memberikan upah  mitsil  

atas  pekerjaan  samsdrah  sesuai jenisnya  masing masing"   Samsdrah 

yang tidak dibolehkan jika ia mempengaruhi harga  pasar  dengan  cara  

yang  tidak  dibenarkan  hanya  untuk kemaslahatan    pribadi.    
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Kemaslahatan    pribadi    tidak    boleh mengacaukan kemaslahatan 

harga pasar. Jika terjadi, maka cara 

Jika seseorang meminta jasa perantara (samsarah) untuk 

membelikan baju, kemudian diketahui baju tersebut rusak. Ulama 

berselisih pendapat  siapa yang mesti menjamin  kerusakan  ini. 

Sebagian menyebut pengguna jasa yang menjamin dan sebagian yang 

lain menyebut penjual baju. Hal ini disebabkan terjadinya perbedaan  

siapa yang lebih berhak atas manfaat jasa  perantara tersebut dan di 

posisi mana baju tersebut diketahui rusaknya. Jika diduga rusak ketika 

dibawa oleh perantara, maka perantara hams bersumpah jika tidak 

merusaknya."  Pada kesempatan lain, fiqh juga  menjelaskan  seorang 

makelar laki-laki tidak boleh mengawini seorang makelar perempuan 

dengan mahar terjualnya barang dagangan si perempuan yang 

dimakelarinya." 
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